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ABSTRAK
Nurrahman Aji Utomo. E0005241. 2010 REFORMASI KEKUASAAN
KEHAKIMAN MELALUI KONSEP INTEGRATED JUSTICE SYSTEM
DALAM UNDANG-UNDANG NO 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui jawaban atas permasalahan
latar belakang konsep Integrated Justice System dalam UU No 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dan hubungan antara reformasi
kekuasaan kehakiman dengan adanya konsep Integrated Justice System.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris,
yang bermaksud  untuk memperoleh pemahaman lebih dari adanya gejala-gejala hukum
tertentu, mengenai reformasi kekuasaan kehakiman dalam perspektif UU No 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman.  Beberapa pendekatan yang digunakan untuk menelaah isu
hukum ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan
pendekatan konseptual. Adapun, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus mencari sifat
eksplanatoris mengenai apa yang seyogyanya digunakan jenis bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder sebagai bahan pengkajian dengan  teknik pengumpulan bahan hukum
studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektonik (internet).
Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan teknik analisis silogisme dan
interpretasi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa konsep integrated
justice system dalam perspektif UU No 48 Tahun 2009 mengarahkan kepada pengawasan dan
koordinasi antar lembaga kekuasaan kehakiman, dimana lingkup sistem tersebut mencakup
pengaturan komprehensif sistematika dan kerangka struktur kekuasaan kehakiman. Hal
tersebut guna menjawab kebutuhan hukum atau masyarakat dalam pelaksanaan kekuasaan
kehakiman di indonesia. Selanjutnya berdasarkan analisis mengenai hubungan antara
reformasi kekuasaan kehakiman dengan konsep integrated justice system, dimulai dari
adanya konflik menjadi sebuah keteraturan, dimana hal tersebut sesuai dengan teori chaos
dan dihadapkan dengan reformasi maka perubahan dalam proses tersebvut adalah sebuah
evolusi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kemudian berdasar kesimpulan tersebut, dapat
ditarik pemaknaan bahwa aspek kekuasaan kehakiman di indonesia bergerak menuju
pemisahan kekuasaan dengan konsep check and balance.
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ABSTRACT
Nurrahman Aji Utomo. E0005241. 2010 REFORMASI KEKUASAAN
KEHAKIMAN MELALUI KONSEP INTEGRATED JUSTICE SYSTEM
DALAM UNDANG-UNDANG NO 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Legal research aims to find answers to problems of background concept of the
Integrated Justice System in Law No. 48 Year 2009 on Judicial Power in Indonesia
and the relationship between reform of the judicial authorities with the concept of
Integrated Justice System.
This research is a normative legal research that is explanatory, which intends
to gain more understanding of the symptoms of certain laws, concerning the reform
of the judicial authorities in the perspective of Law No. 48 Year 2009 on Judicial
Power. Some approaches used to examine the legal issues is to approach legislation,
historical approaches and conceptual approaches. Now, to resolve legal issues and
also look for explanatory nature of what should be used when the type of primary law
materials and secondary legal materials as a material assessment by engineering
studies document collection of legal materials or library materials from both print and
electronic media (internet). Further legal materials were analyzed with analysis
techniques and interpretation of syllogisms.
Based on the research and discussion concluded that the concept of integrated
justice system in the perspective of Law No. 48 of 2009 directs the supervision and
coordination among agencies judicial authorities, which include setting the scope of
the system is comprehensive and systematic framework structure of judicial authority.
This is to answer the needs of society in the implementation of the law or judicial
authority in Indonesia. Furthermore, based on an analysis of the relationship between
reform of the judicial authorities with the concept of integrated justice system,
starting from the conflict became a regularity, where they are consistent with chaos
theory and confronted with reform, changes in tersebvut process is an evolution of
judicial authority in Indonesia. Then based on these conclusions, can be drawn
meaning that aspects of the judicial authorities in Indonesia to move towards the
concept of separation of powers with checks and balances.
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MOTTO
“ Tulisan Mereduksi Realita, sebuah renungan dalam rapat harian”
(Eka Nada Shofa Alkhajar)
“ Perjuangan diawali oleh sebuah keyakinan, diimbangi dengan  belajar
 sebagai hakikat keberadaaan manusia, ”
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Pasca Reformasi 1998 yang ditandai dengan lengsernya Bapak Soeharto
sebagai presiden yang telah memegang tampuk kepemimpinan selama 32
tahun, menjadikan perkembangan hukum di indonesia seolah mendapat angin
segar untuk tumbuh dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan maupun
keadaan di Indonesia. Arus reformasi dalam bidang hukum menjadikan negara
Indonesia untuk banyak berbenah, menghadapi perubahan, kebutuhan yang
ada dalam masyarakat, sehingga hukum yang ada adalah hukum yang
menyesuaikan dengan masyarakat. Penyesuaian dalam artian reformasi hukum
ini mendapat respon dengan perubahan beberapa aspek, seperti perubahan
konstelasi lembaga negara dengan euforia reformasi berlapis semangat
kedaulatan rakyat, dimana penambahan bahkan pengurangan Lembaga Negara
yang benar-benar tidak pro rakyat harus dirubah dan disesuaikan dengan
istilah reformasi. Hal tersebut direspon dengan amandemen UUD 1945
(Konstitusi RI), yang selama 32 tahun disakralkan. Konsekuensi dari
amandemen konstitusi tersebut mempunyai implikasi yang sekarang
menimbulkan beberapa perdebatan, bahkan menjadi kesenjangan kenyataan
dan harapan.
 Perubahan atau amandemen dari UUD 1945, turut serta merubah pola
kedudukan lembaga negara, dihapusnya, ditambahnya  beberapa kewenangan
lembaga negara yang dirasa tidak representatif lagi dengan semangat
kedaulatan rakyat menjadi agenda amandemen UUD 1945. Perubahan
tersebut, selain sebagai antisipasi adanya dari peran eksekutif heavy yang
mungkin terulang, juga merupakan upaya untuk menata kembali sistem
kelembagaan negara yang sesuai dengan semangat reformasi. Bertolak dari hal
tersebut, apabila diruntut secara lebih dalam, perubahan yang dilakukan
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negara. Sebagaimana telah diketahui bahwa kekuasaan negara itu terdiri atas
tiga jenis, yaitu: (1) Kekuasaan legislatif, (2) kekuasaan yudikatif (kekuasaan
kehakiman), dan (3) kekuasaan eksekutif. Berdasarkan isyarat konstitusi di
atas, maka “…kedua kekuasaan yang berada berdampingan dengan kekuasaan
kehakiman itu tidak boleh mencampuri segala urusan peradilan yang
merupakan realisasi Kekuasaan Kehakiman” (Wantjik Saleh,1976:17).
Sementara itu yang dimaksud dengan peradilan sebagai realisasi dari
kekuasaan kehakiman mengandung arti: menerima, memeriksa, dan mengadili
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Atau dengan kata lain,
“peradilan adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak,
fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan
oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pun dengan cara
memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah
‘eigenrichting’  yaitu tindakan main hakim sendiri, aksi sepihak. Sehingga
entitas yang lahir dari adanya pengadilan adalah untuk melaksanakan (kaedah)
hukum.
Pengaturan dari Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Konstitusi,
menunjuk pelaku kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dimana
sebelum amandemen Konstitusi, kekuasaan kehakiman di indonesia hanya
mengenal Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, kemudian dengan
lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia menandakan Kekuasaan
kehakiman sebagai bagian dari konsekuensi pembagian/pemisahan kekuasaan
di Indonesia sedang ber-evolusi dalam segala aspeknya. Dengan kata lain
hukum berkembang menyesuaikan dengan masyarakat benar-benar terjadi
sesuai dengan istilah latin ubi societas ubi ius, dimana disitu ada masyarakat,
pasti disitu ada hukum yang berlaku. Kembali kepada bahasan kekuasaan
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pengaturan kekuasaan kehakiman yang benar-benar egaliter dan tidak
memihak, walaupun secara normatif  imparsial adalah asas yang mendasari
kekuasaan kehakiman, akan tetapi dalam pelaksanaan berbeda dengan apa
yang diharapkan.
Mencermati beberapa hal terkait Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang
mengalami beberapa perubahan paradigma setelah orde reformasi, dimulai
dari Amandemen ketiga UUD 1945 dengan melahirkan Mahkamah Konstitusi
sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman dengan fungsi judicial review dan
beberapa kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-undang yang
mempunyai tugas berbeda dengan Pengadilan konvensional yang mengadili
perkara (melaksanakan undang-undang). Sebagai bagian dari pembagian
kekuasaan yang telah diuraikan diatas tadi, fungsi yudikatif tidak bisa
dicampuri ataupun di intervensi oleh kedua kekuasaan yang lain, sebagaimana
bunyi UUD 1945 amandemen ke 4 pasal 24 (1) “ Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan”.
Semangat yang dibawa oleh Pasal 24 (1) UUD 1945 tersebut
mengisyaratkan adanya lembaga peradilan yang independen, imparsial dan
tidak memihak. Berbeda sekali dengan zaman Orde Baru yang mencampuri
Kekuasaan kehakiman, dalam hal penanganan organisasi, administrasi dan
keuangan berada dibawah departemen terkait (Departemen Kehakiman,
Departemen Agama, Depertemen Pertahanan dan Keamanan), sedangkan
dalam hal teknis yudisial  berada di bawah Mahkamah Agung RI. Kenyataan
tersebut menunjukan belum ada Independensi kekuasaan kehakiman karena
masih ada campur tangan dan intervensi dari departemen-departemen tersebut
diatas, yang akan mempengaruhi kebebasan hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara.
Perkembangan dari hal tersebut adalah lahirnya Undang-Undang No 35
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Ketentutan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sistem peradilan satu
atap (one roof system) dibawah Mahkamah Agung RI, sehingga fungsi-fungsi
perancanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan dapat
dilakukan secara efektif dan efisien (Sunarjo,2010:7). Pasca Amandemen
kedua UUD 1945 tanggal 18 Agustus 2000, diundangkanlah Undang-Undang
No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, yang didalamnya
menegaskan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan
Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan
kehakiman mengatur masalah administrasi, organisasi, dan finansial secara
otonom.
Sejalan dengan hal tersebut, tidak ada masalah dalam substansi UU No 4
Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman Prakteknya dari aturan tersebut
sejauhmana mengatur secara lengkap dan dianggap progresif untuk
mengakomodasi ketentuan tentang kekuasaan kehakiman, ternyata tidak
bertahan lama dengan adanya Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, dengan adanya Undang-Undang (selanjutnya
disingkat menjadi UU) baru tersebut Undang-Undang No 4 tahun 2004
menjadi tidak berlaku lagi. Sebab dari munculnya UU No 48 Tahun 2009 ini
bermula dari kurangnya subtansi yang  mengatur kekuasaan kehakiman secara
komprehensif dan dibatalkannya pasal 34 UU No 4 tahun 2004 oleh Mahkmah
Konstitusi, sehingga lahirnya UU No 48 tahun 2009  merupakan
penyempurnaan dari UU sebelumnya (Muchsin,2010:26).
Adanya pola Checks and Balance dalam kekuasaan kehakiman mulai
dibangun dengan adanya Komisi Yudisial (KY) yang dilahirkan dalam
amandemen Ketiga UUD 1945, selain mengusulkan pengangkatan calon
Hakim Agung, KY juga berwenang dalam menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pola pengawasan
dengan dimensi demokrasi ini sebagai bagian dari reformasi kekuasaan
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kepada lembaga pengadilan, sehingga diharapkan dari adanya KY menjadi
pengawal reformasi kekuasaan kehakiman tersebut.
Secara umum, perubahan yang ada dalam subtansi UU No 48 tahun 2009,
bertujuan untuk mencapai Integrated Justice System atau yang disebut sistem
peradilan terpadu di Indonesia. Materi didalam UU yang perlu dicermati dan
dibahas mencakup banyak hal dan penekanan perbedaan fungsi dan tugas dari
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan penambahan
penyebutan “Hakim dan Hakim Konstitusi”. Terlebih lagi, materi yang
terkandung dalam UU No 48 Tahun 2009 berisi penambahan, melengkapi dari
UU No 4 Tahun 2004 yang belum terangkum maupun disesuaikan dengan
Peraturan perundang-undangan lain seperti, Peraturan Pemerintah No 83
Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum
Cuma-Cuma sebagai bagian dari administrasi pengadilan hingga UU No 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Integrated Justice System  sebagai cita
hukum UU No 48 Tahun 2009, menjadi sebuah obyek yang layak untuk
diteliti, terkait permasalahan-permasalahan seperti apakah sebenarnya
Integrated Justice System sebagai cita hukum ? bagaimana Sistem Hukum
Indonesia memerlukan cita hukum tersebut ? apakah Integrated Justice System
benar-benar upaya untuk me-reformasi kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Beberapa pertanyaan dan masalah yang ada dapat dikerucutkan menjadi
beberapa rumusan masalah yang akan menjadi arah analisis penulis.
Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka Penulis bermaksud untuk
mengkaji masalah hubungan antara reformasi kekuasaan kehakiman dan
adanya konsep Integrated System dalam Undang-undang Kekuasaan
Kehakiman yang baru yaitu UNDANG-UNDANG No 48 Tahun 2009 melalui
penelitian yang berjudul ” REFORMASI KEKUASAAN KEHAKIMAN
MELALUI KONSEP INTEGRATED JUSTICE SYSTEM DALAM
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B. Perumusan Masalah
Dalam penulisan hukum ini pertanyaan yang menjadi  permasalahan
adalah :
1. Apa hal yang melatarbelakangi reformasi kekuasaan kehakiman
melalui Integrated Justice System ?
2. Bagaimana reformasi kekuasaan kehakiman melalui konsep
Integrated Justice System dalam perspektif Undang-Undang No 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ?
Mengingat masih luasnya penafsiran akan kekuasaan kehakiman, penulis
membatasi pembahasan hanya berada pada ruang lingkup Undang-Undang 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Konsep Integrated Justice




a) Untuk mengetahui latarbelakang kebutuhan Integrated Justice System
dalam Kekuasaan kehakiman di Indonesia
b) Untuk mengetahui antara reformasi kekuasaan kehakiman melalui
konsep Integrated Justice System dalam perspektif Undang-Undang
No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.
2. Tujuan Subyektif
a) Untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai hukum Tata
Negara , terkhusus dalam segi kekuasaan kehakiman dengan adanya
Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
b) Memenuhi persyaratan Akademis guna memperoleh gelar S1 dalam
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D. Manfaat Penelitian
Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini
akan bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaaat yan dapat
diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :
1. Manfaat Teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum
pada umumnya, serta terkhusus dalam hukum Tata Negara dalam
kaitannya dengan Kekuasaan Kehakiman dengan adanya Undang-undang
No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan semangat
Integrated Justice System dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
a. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis,
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan
ilmu yang diperoleh.
b. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan
serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan
masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada
masalah yang sama.
E. Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari
satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya
(Soerjono Soekanto, 1986: 43). Pengertian senada juga diungkapkan oleh
Peter Mahmud yaitu, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud, 2008:35 )
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal.
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“Research wich provides a systematic exposition of rules governing a
particular legal category, analyses the relationship between rules, explain
areas of difficulty and perhaps, predict future development” (Peter
Mahmud Marzuki, 2008: 32).
2. Sifat Penelitian
Menurut Soerjono Soekanto penelitian eksplanatoris yaitu penelitian
yang dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu (Soerjono
Soekanto 2006: 10). Sifat eksplanatoris ini menurut Jan Gijssel dan Mark
Van Hoecke dalam bukunya Peter Mahmud, menjelaskan bahwa
Dengan penelitian yang bersifat eksplanatoris didapat melalui
pembentukan hipotesis dan melalui teori-teori ingin didapatkan
pengertian yang lebih baik tentang kebenaran. Didalam teori hukum,
“ekplanatoris” harus diartikan sebagai memperoleh pemahaman yang
lebih baik atas gejala-gejala hukum tertentu (Peter Mahmud,2008:
34).
Hal tersebut sesuai dengan isu hukum yang ingin dijawab oleh penulis,
yaitu mengenai latar belakang Konsep Integrated Justice System  dalam
kekuasaan kehakiman di Indonesia  serta   reformasi kekuasaan kehakiman
dengan  konsep Integrated Justice System dalam perspektif UU No 48
tahun 2009 menunjukan sifat eksplanatoris dari penelitian ini.
3. Pendekatan Penelitian
Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian hukum,
disebutkan bahwa didalam penelitian hukum terdapat beberapa
pendekatan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti akan
mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang coba dicari
jawabannya. Pendekatan-pendakatan yang digunakan di dalam penelitian
hukum diantaranya: pendekatan undang-undang (statute approache),
pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical
approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan
pendekatan konseptual (conceptual approach (Peter Mahmud Marzuki,
2005: 93). Adapun dalam penelitian ini penulis memilih untuk
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penelitian yang dihadapi, diantaranya adalah pendekatan perundang-
undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual.
Digunakannya pendekatan perundang-undangan oleh penulis dengan
dasar bahwa isu hukum, muncul dari disyahkannya Undang-Undang No
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai bentuk reformasi
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, sehingga membutuhkan pengkajian
akan pemaknaannya untuk mencari ratio legis dan dasar ontologis dari UU
tersebut.
Pendekatan sejarah digunakan untuk mencari perkembangan
kekuasaan kehakiman di Indonesia, hal tersebut yang itu juga merujuk
kepada berbagai usaha mendekati masalah dengan mengkaji peraturan
perundang-undangan dan teori hukum yang terkait dengan Kekuasaan
Kehakiman. Sedangkan dengan pendekatan konseptual, penulis akan
mampu menguraikan permasalahan mengenai Konsep Integrated Justice
System ditinjau dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum
terkait.
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan  bahan hukum
sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri
dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.
Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum(Peter
Mahmud Marzuki, 2005:141).
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis dan sumber bahan
hukum primer dan sekunder. Tentunya sumber bahan hukum  yang
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permasalahan penelitian yang diketengahkan penulis. Mengenai jenis dan
sumber bahan hukum tersebut dapat dilihat dalam daftar pustaka penelitian
hukum ini.
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan teknik
pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka
baik dari media cetak maupun elektonik (internet).
6. Teknik Analisis Bahan Hukum
Tujuan Penelitian hukum adalah untuk mencari pemecahan atau
jawaban dari isu hukum yang ada. Sehingga, untuk mencari jawaban
ataupun pemecahan dari isu hukum menggunakan pendekatan-pendekatan
, dan interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan
hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks
undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan
dengan peristiwa tertentu. Adapun berdasarkan dasar penemuan hukum
oleh hakim terdapat beberapa jenis interpretasi, diantaranya: interpretasi
gramatikal yaitu penafsiran berdasarkan bahasa, Interpretasi teleologis
atau sosiologis yaitu penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan,
peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi
yang baru, penafsiran sistematis adalah dengan menafsirkan undang-
undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan
dengan jalan menghubungnya dengan undang-undang lain. Interpretasi
Historis yaitu makna undang-undang dapat dijelaskan dan ditafsirkan
dengan jalan menelusuri sejarah yang terjadi.
Beberapa jenis metode interpretasi pada kenyataannya sering
digunakan bersama-sama atau campur aduk. Dapat dikatakan bahwa dalam
setiap interpretasi atau penjelasan undang-undang mencakup berbagai
jenis penafsiran (Sudikno Mertokusumo, 2003: 160). Berkenaan dengan
pengkajian masalah penelitian dalam penelitian ini, penulis menggunakan
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Guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan
dalam penulisan hukum ini, penulis dapat menguraikan sistematika
penulisan hukum ini sebagai berikut:
BAB I   : PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang
masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang
digunakan dalm penyusunan penulisan hukum ini.
BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori-teori yang
menjadi landasan dalam penulisan hukum ini. Adapun mengenai
teori-teori tersebut antara lain mengenai tinjauan umum tentang
Negara Hukum yang meliputi, tinjauan umum Pemisahan
kekuasaan  yang meliputi pemisahan atau pembagian kekuasaan
dalam Tata Lembaga Negara, serta perkembangan pemiasahan
eksekutif dan yudikatif. Tinjauan umum tentang Integrated
Justice System , mencakup perspektif historis sistem common law
dan civil law serta karakteristik sistem common law dan sistem
civil law. dan tinjauan Umum Tentang Hukum Sebagai Sistem,
yang enjelaskan peran hukum sebagai satu kesatuan
Selain itu, guna memberikan gambaran terkait logika
berfikir penulis dalam memecahkan problematika isu hukum
yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam bab ini juga
disertakan kerangka pemikiran.
BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan
hasil yang diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan
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dibahas dalam bab ini yaitu latarbelakang Integrated Justice
System dalam Kekuasaan kehakiman di Indonesia dan hubungan
antara Konsep Integrated Justice System dalam kekuasaan
kehakiman dengan upaya reformasi Kekuasaan kehakiman di
Indonesia.
BAB IV : PENUTUP
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang
dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses
meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada


















































1. Tinjauan tentang Negara Hukum
a. Pengertian Negara Hukum
Konsepsi negara hukum menurut pendapat Krabe,
“ Negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala
kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam
arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian
hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka
hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan
seseorang (impersonal)”(B Hestu Cipto Handoyo,2003:14)
Menurut Scheltema ajaran negara berdasarkan atas hukum (de
rechtstaat dan the rule of law) yang mengandung esensi bahwa hukum
adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau
pemerintahan untuk tunduk pada hukum (Subject to the law). Tidak
ada kekuasaan diatas hukum (above to the law). Semuanya ada
dibawah hukum (Under the rule of law). Dengan kedudukan ini tidak
boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau
penyalahgunaan kekuasaan (misuse power) baik pada kerajaan maupun
republik. Secara maknawi, tunduk pada hukum mengandung
pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan
kekuasaan atau pembagian kekuasaan (Bagir Manan , 2003:11).
b. Ciri  Negara Hukum
Pada zaman modern konsep negara hukum di Eropa Kontinenetal
dikembangkan antara lain oleh Emmanuel Kant, Paul Laband, Julius
Stahl dengan menggunakan istilah “rechststaat”. Sedangkan dalam
tradisi Anglo Saxon (Amerika), konsep negara hukum dikembangkan
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Selanjutnya, menurut Jimmly Asshiddiqie,(2006:122) Julius Stahl
menyebutkan empat ciri negara hukum yang disebutnya “rechststaats”
tersebut mencakup empat elemen penting, antara lain:
1). Perlindungan Hak Asasi Manusia
2). Pembagian Kekuasaan
3). Pemerintahan berdasar undang-undang
4). Adanya Pengadilan Tata Usaha Negara
Sedangkan A.V. Dicey menguraikan 3 ciri penting dalam setiap negara
hukum yang disebutnya “The Rule Of Law”, yaitu:
1). Supremacy of law
2). Equality before the law
3). Due process to law
Keempat prinsip rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius Stahl
tersebut diatas, pada pokoknya dapat digabungkan  dengan ketiga
prinsip rule of law yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk
menandai ciri-ciri Negara hukum modern dizaman modern. Bahkan
oleh “The Internastional Commission of jurist”, prinsip-prinsip
Negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan yang tidak
memihak (indepedence and impartiality of judicary) yang pada zaman
sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara
demokrasi. Prinsip-prinsip yang diangggap ciri penting negara hukum
menurut “The International Commission Of Jurists” itu adalah:
1). Negara harus tunduk pada hukum
2). Pemerintah menghormati hak-hak individu
3). Peradilan yang bebas dan tidak memihak
Berkaitan dengan perubahan fungsi negara sebagai penjaga
ketertiban umum dan keamanan semata-mata menjadi konsepsi negara
kesejahteraan. Sejalan dengan hal tersebut, Lunshof mengemukakan
unsur-unsur negara hukum abad ke 20, yaitu :
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2). Penyusunan pembentuk undang-undang secara demokratis;
3). Asas Legalitas
4). Pengakuan terhadap hak asasi. (Marwan Effendy,2005:26)
 Menurut Jimmly Assiddiqie, terdapat 12 prinsip pokok Negara
Hukum (Rechststaat) dizaman sekarang (modern). Kedua belas prinsip
pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri
tegaknya suatu Negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara
Hukum (The Rule of Law atau Rechtsstaat) dalam arti yang
sebenarnya.
a). Supremasi hukum, adanya pengakuan normatif dan empirik akan
prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah
diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam
perspektif ini, pada hakikatnya pemimpin tertinggi bukanlah
manusia melainkan adalah konstitusi.
b). Persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law);
c). Asas legalitas, dalam setiap negara hukum dipersyaratkan
berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of
law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan
pada aturan perundang-undangan yang tertulis. Peraturan
perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku lebih dahulu
atau mendahului perbuatan administrasi yang dilakukan;
d). Pembatasan kekuasaan, adanya kekuasaan Negara dan organ-
organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian
kekuasaan secara vertical ataupun secara horizontal. Sesuai
dengan hokum besi kekuasaan. Seperti yang dikemukakan Lord
Acton, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts
absolutely”.Oleh karena itu kekuasaan harus selalu dibatasi
dengan cara memisahkan kekuasaan kedalam cabang-cabang
yang bersifat check and balance dalam kedudukan yang sederajat
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e). Organ eksekutif independen, dalam rangka membatasi
kekuasaan, sekarang berkembang pula pengaturan terhadap
kelembagaan pemerintah yang bersifat independent;
f). Peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and
impartiality judiciary);
g). Adanya Peradilan Tata Usaha Negara;
h). Peradilan Tata Negara (Constitutioanal Court);
i). Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
j). Bersifat demokratis (Democratiche Rechtsstaat). Dianut dan
dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang
menjamin peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan
kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundangan yang
ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan rasa keadilan yang
hidup ditengah masyarakat;
k). Berfungsi sebagai sarana  mewujudkan tujuan bernegara
(Welfare State). Hukum adalah sarana untuk menciptakan tujuan
yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri baik
dilembagakan melalui gagasan Negara demokrasi (democracy)
maupun diwujudkan dalam Negara Hukum (nomocrasy) yang
dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
l). Adanya transparansi dan kontrol sosial (Jimmly Asshiddiqie,
2006:128 ).
2. Tinjauan tentang Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan
a.  Pengertian Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan
Pengertian pembagian kekuasaan identik dengan pemisahan
kekuasaan (separation of power). Yang bertujuan untuk membatasi
ataupun membagi kekuasaan negara dalam melakukan tugasnya,
sehingga tidak terjadi absolutisme yang berujung pada penindasan
atau meniadakan hak-hak, dan kebebasan rakyat. Pemisahan
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the various power of government among different organs”. Dengan
kata lain, kata pemisahan kekuasaan diidentifikasikan dengan
pembagian kekuasaan tergantung dengan konteks pengertian yang
dianut (Jimmly Asshiddiqie,2006:19).
Dalam bukunya yang berjudul “Two Treaties Of Government”  ,
John Locke mengusulkan agar kekuasaan didalam negara itu dibagi-
bagi kepada organ negara yang berbeda. Untuk mencegah agar
pemerintah tidak sewenang-wenang, harus ada pembedaan pemegang
kekuasaan dalam negara ke dalam tiga macam kekuasaan, yaitu :
1. Kekuasaan Legislatif (membuat Undang-undang)
2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan Undang-undang)
3. Kekuasaan Federatif (Melakukan hubungan diplomatik
dengan negara-negara lain)
Menurut Baron de Montesquieu, yang mengembangkan pendapat
dari John Locke. Dalam bukunya yang berjudul “De I’Esprit des Lois”,
Montesquieu memisahkan kekuasaan negara kedalam tiga aspek
kekuasaan yakni :
1). Kekuasaan Legislatif (pembuat Undang-Undang)
2). Kekusaan Eksekutif (melaksanakan Undang-undang)
3). Kekuasaan Yudikatif (Peradilan/kehakiman, untuk menegakkan
perundang-undangan kalau terjadi pelanggaran)
Ketiga aspek kekuasaan tersebut, masing-masing terpisah satu sama
lain, baik mengenai orangnya maupun fungsinya.
b.  Ciri-ciri Pemisahan Kekuasaan
Menurut G. Marshall membedakan ciri-ciri pemisahan kekuasaan
ke dalam 5 aspek, yaitu :
1). Differentiation, membedakan fungsi-fungsi kekuasaan
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2). Legal incompatibility of office holding, pemisahan kekuasaan
menghendaki orang yang menduduki jabatan di lembaga tidak
boleh merangkap jabatan dilembaga lain.
3). Isolation, immunity independence, pemisahan kekuasaan
menentukan bahwa masing-masing organ tidak boleh turut
campur atau melakukan intervensi terhadap kegiatan cabang
organ lain.
4). Checks and Balances, setiap organ mengendalikan dan
mengimbangi kekuasaan organ lain, dimana tujuan dari ciri ini
menjadi paling esensial untuk menghindari penyalahgunaan
wewenang di masing-masing organ yang bersifat independen.
5). Co-ordinate status and lack of accountability, organ atau
lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, yudikatif,
dan eksekutif mempunyai kedudukan yang sederajat dan
mempunyai hubungan koordinasi, tidak bersifat sub-ordinat
satu sama lain.(Marwan Effendy,2005:38)
Dalam pendekatan yang sama, menurut Aidul Fitriciada, Trias
Politika yang berasal dari ajaran Baron de Montesquieu (1689-1755)
dan berlaku dalam sistem presidensial menghendaki pemisahan
kekuasaan baik kelembagaan, fungsi, maupun personel, sehingga
terjadi mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and
balances) yang bersifat resiprokal di antara ketiga cabang
pemerintahan tersebut (Aidul Fitriciada,2005:89). Konsekuensi dari
paham kedaulatan rakyat dan negara hukum adalah adanya pembagian
kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan
yudisial. Sesuai dengan paham kedaulatan rakyat dan sistem
presidensial yang berlaku pasca amandemen UUD 1945, negara
Indonesia menganut pembagian kekuasaan berdasarkan ajaran Trias
Politika yang menganut pemisahan secara tegas antara legislatif,













































commit to user 
19
Dalam konteks itulah kekuasaan kehakiman memiliki kemerdekaan
dari segala macam pengaruh dan intervensi cabang kekuasaan lain,
baik legislatif dan eksekutif. Dalam the Federalist,Alexander Hamilton
menyetujui pendapat Montesquieu yang menyatakan, “there is no
liberty, if the power of judging be not separated from the executive and
legislative powers.” (The Federalist # 78). Menurut David Currie,
ungkapan Hamiton itu menjelaskan, bahwa “Judicial independence
was essential to ensure the impartial administration of justice and to
enable the courts to act as a check on other branches of government”
(Currie, 1988: 10). Jadi, kekuasaan kehakiman yang merdeka pada
dasarnya merupakan perwujudan dari mekanisme pengawasan dan
keseimbangan yang bertujuan untuk melindungi kebebasan.
2. Tinjauan Tentang Kekuasaan Kehakiman.
a. Definisi Kekuasaan Kehakiman
Dalam Bahasa Indonesia kekuasaan kehakiman dikenal dengan
istilah lain kekuasaan yudikatif. Sebagai bagian dari pemisahan
kekuasaan, kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang Undang Dasar
1945, dalam pasal 24 (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan. Definisi kekuasaan kehakiman, dalam pasal 1 (1)
Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia. Menurut John Alder, dalam sistem negara modern, cabang
kekuasaan kehakiman atau judiciary merupakan cabang yang
diorganisasikan secara tersendiri (Jimmly Asshiddiqie,2006:45).
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peradilan, dimana hakim dapat bekerja secara independen dari
pengaruh kekuasaan legislatif maupun eksekutif.
Pengertian kekuasaan kehakiman menurut Muladi, mengandung
pengertian tidak hanya otoritas hukum tetapi juga kewajiban hukum
yang merupakan kekuasaan yang melekat pada hakim dan pengadilan
untuk melaksanakan fungsi pemerintahan berupa mengadili dan
memutus. Adjudikasi tersebut secara luas mencakup tiga hal:
tanggungjawab administratif (manajemen perkara), tanggungjawab
prosedural (manajemen peradilan atas dasar hukum acara yang
berlaku) dan tanggungjawab substantif (yang berkaitan dengan
pengkaitan antara fakta dengan hukum yang berlaku)
(Muladi,2002:224).
b. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,
mengatur pelaku kekuasaan kehakiman dalam Pasal 18  yang berbunyi:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Sehingga berdasar pasal tersebut pelaku kekuasaan kehakiman terdiri
dari Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dalam
lingkungannya, kemudian oleh Mahkmah Konstitusi. Selain itu Komisi
Yudisial yang bukan pelaksana kekuasaan kehakiman akan tetapi
keberadaannya diatur dalam UUD 1945 BAB IX tentang Kekuasaan
Kehakiman, sehingga keberadaanyya tidak dapat dipisahkan dari
kekuasaan kehakiman.
 Beberapa prinsip pokok dalam penyelenggaraan kekuasaan
Kehakiman menurut Jimly Asshiddiqie, yaitu:
1). The Principle of Judicial Independence,
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Kedua prinsip pokok ini diakui sesebagai prasyarat pokok sistem di
semua negara yang disebut hukum modern atau Modern Constitutional
State. Selain prinsip diatas, dari perspektif hakim sendiri berkembang
pula prinsip-prinsip yang lain, yang dihasilkan dalam konferensi




4). Kepantasan dan Kesopanan (propriety)
5). Kesetaraan (equality)
6). Kecakapan dan keseksamaan (Competence and diligence)
Keenam prinsip diatas, diterima sebagai pedoman bersama dengan
sebutan resmi The Bangalore Principles of Judicial Conduct.( Jimly
Asshiddiqie,2006;291)
Jaminan perwujudan Independensi kekusaan kehakiman dapat
dilihat dari aspek yuridis-konstitusional, apakah konstitusi dan
peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas, memadai
dan menjamin kepastian hukum tentang pengangkatan dan
pemberhentian hakim yang tidak bersifat politis, masa jabatan dan gaji
yang terjamin, tidak ada intervensi dari kekuasaan eksekutif dan
legislatif terhadap proses peradilan dan pengadilan, dan adanya
otonomi secara administratif, dan anggaran belanja, kelima hal ini
sekaligus menjadi parameter bagi independensi kekusaan kehakiman di
suatu negara (M. Akhsin Thohari; 2004). Jaminan independesi bukan
berarti tidak boleh ada pihak lain selain lembaga peradilan yang
berwenang untuk mengurusi sesuatu yang berhubungan dengan hakim
dan pengadilan. Bukan berarti yang boleh merekrut hakim hanya
kalangan hakim saja atau yang boleh mengawasi hakim hanya hakim
saja, demi terlaksananya cheks and balance serta akuntabilitas,
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berhubungan dengan pengadilan jelas diperlukan, namun harus tetap
dalam koridor independensi kekuasaan kehakiman.
Perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan
adanya Menurut Smith Bailey (Inggris), Judicial Review didirikan atas
dasar doktrin “Ultra Vires”. Berdasarkan doktrin ini kepada kekuasaan
kehakiman diberi hak dan kewenangan untuk  :
(1).Mengawasi batas kewenangan pemerintah dalam
mengeluarkan peraturan perundang-undangan (Statutory
Authority) sesuai dengan batas yuridiksi atau kawasan
kekuasaannya (Limited Juridiction or area of power).
(2).Sesuai dengan doktrin ultra Vires, kepada penguasa publik
telah ditentukan batas kekuasaan dan kewenangannya. Oleh
karena itu kepada kekuasaan kehakiman diberi hak, fungsi
dan kewenangan untuk mengawasi terjaminnya batas wilayah
kekuasaan tersebut dalam setiap mengeluarkan peraturan
perundang-undangan. Atau dengan kata lain supaya penguasa
baik di pusat maupun daerah dan lokal tidak melampaui
batas-batas yang digariskan, agar tidak terjadi
penyalahgunaan kekuasaan.
(3).Apa-apa yang tidak didelegasikan undang-undang kepada
penguasa, atau membuat peraturan perundang-undangan yang
jauh lebih luas dari apa yang didelegasikan, harus dinyatakan
sebagai tindakan yang tidak berdasar hukum (unlawful),
karena dianggap tindakan yang illegal. (M Yahya
Harahap,1997:44)
Berdasar dari Asas Ultra Vires tersebut yang menjadi dasar adanya
judicial review di Indonesia.
c. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka
 Pandangan dari Harold See (1998: 141-142) yang dikutip dalam













































commit to user 
23
memandang independensi yudisial. Pertama, perspektif pemisahan
kekuasaan dalam bentuk kemerdekaan kelembagaan (institutional
independence) kekuasaan kehakiman dari cabang pemerintahan
lainnya. Aspeknya termasuk organisatoris, administrasi, personalia,
dan finansial. Kedua, perspektif demokrasi berupa kemerdekaan dalam
membuat putusan (decisional independence). Hal ini berkaitan dengan
kewajiban khusus dari pengadilan terhadap negara hukum. Peradilan
bukan hanya salah satu cabang pemerintahan dalam kekuasaan
kehakiman, tetapi melaksanakan fungsi untuk menjamin terwujudnya
negara hukum. Di dalamnya terdapat perlindungan atas kemerdekaan
hakim dalam memutus dari pengaruh berbagai kepentingan.
 Kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut John Ferejohn
(1988) yang menyebutkan, bahwa konsepsi tradisional menekankan
kemerdekaan yudisial sebagai kemerdekaan dari campur tangan
pejabat pemerintahan. Selain itu terdapat konsepsi yang lebih luas
yang memandang kemerdekaan yudisial dari kepentingan sosial dan
ekonomi yang sangat kuat. Namun demikian, kemerdekaan yudisial
bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan alat untuk mencapai suatu
tujuan. Tujuan dari kemerdekaan yudisial adalah terwujudnya negara
hukum dan melindungi kebebasan dan hak asasi. Manakala hakim
berbicara kemerdekaan yudisial sebagai tujuan itu sendiri, maka akan
mengakibatkan publik dan cabang kekuasaan yang lain berpikir bahwa
peradilan sebagai superior terhadap cabang kekuasaan lainnya. Oleh
karena itu, kemerdekaan yudisial tidak berarti kemerdekaan mutlak.
Peradilan tidak bebas dari semua pengaruh; ia hanya bebas dari
pengaruh yang tak semestinya. Misalnya, kekuasaan kehakiman tidak
bebas dari kritik, tetapi ia bebas dari kritik yang tidak jujur, intimidasi,
atau pembalasan.
 Dalam kaitan itu, kemerdekaan yudisial tidak berada dalam ruang
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pemisahan yudisial. Kemerdekaan tetap berada dalam suatu Kekuasaan
Kehakiman yang Merdeka hubungan interdependensi dengan cabang
kekuasaan lainnya. Hal ini seperti dikatakan oleh salah seorang Hakim
Agung AS :
“While the Constitution diffuses power the better to secure
liberty, it also contemplates that practice will integrate the
dispersed powers into a workable government. It enjoins upon its
branches separateness but interindependence, autonomy but
reciprocity.” (Warren, 2005) .
d.  Reformasi Kekuasaan Kehakiman
 Reformasi dan demokrasi kadang juga diletakan sebagai sebagai
nonstrum (obat bagi segala masalah kebangsaan) (Arbab
Paproeka,2007:21).Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam
suatu masyarakat atau negara.
 Perubahan mendasar setelah berlakunya Undang-Undang No 4
Tahun 2004, tidak saja terdapat pada elemen lembaganya, melainkan
terjadi pada pengorganisasinya, baik mengenai organisasi,
administrasi, dan finansial, yakni semula berada dibawah Menteri
Kehakiman, berubah menjadi berada di bawah Mahkamah Agung atau
yang dikenal sebagai kebijakan satu atap (One Roof System) (Rusli
Muhammad,2006:38). Dengan kebijakan dibawah satu atap
Mahkamah Agung, maka perencanaan (planning), menggerekan
(actuating),pengorganisasian (organizing), dan pengawasan
(controlling) serta penilaian kerja (evaluating) dapat dilakukan secara
efektif dan efisien (Sunarjo,2010:7).
 Selain hal diatas, perkembangan terbaru yang dibawa Undang-
undang No  48 Tahun 2009, adalah adanya pengaturan pengadilan
khusus dan hakim adhoc, pengawasan Hakim dan Hakim Konstitusi,
pengangkatan dan pemberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi,
arbitrase dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, Pos Bantuan
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Hakim dan Hakim Konstitusi (Muchsin,2010:24). Menurut Malcom
M.Feeley, syarat reformasi pengadilan antara lain :
1). Gagasan reformasi dicetuskan dalam keadaan krisis pengadilan,
untuk berhasilnya reformasi ini perlu ada keyakinan di dalam
jajaran pengadilan sendiri adanya “krisis”.
2). Permasalahan “krisis pengadilan” bukanlah sesuatu yang
sederhana, namun merupakan sesuatu yang kompleks, maka
janganlah mengharapkan penyelesaian yang mudah.
3). Pembentukan suatu “Cetak Biru” (blue print) untuk
menyempurnakan Mahkamah Agung serta secara langsung dan
tidak langsung sistem peradilan secara keseluruhan adalah
langkah yang baik dan benar. Namun, implementasi cetak biru
perlu didukung oleh seluruh jajaran sistem peradilan agar benar
berhasil mengenai sasaran (Mardjono Reksodipuro,2009:18).
 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman membawa perubahan dalam kekuasaan kehakiman, hal ini
dirasa sangat penting mengingat peradilan sebagai salah satu tiang
penyangga tegaknya kedaulatan negara. Entitas pengadilan sejatinya
merupakan lembaga yang bertugas mencerahkan dan memberi arah
perjalanan peradaban bangsa (Artidjo Alkostar,2010, www.legalitas.org.
pada tanggal 12 maret 2010). Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut
konstitusi adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI yaitu
terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui jalur
hukum. Reformasi dibidang kekuasaan kehakiman ditujukan untuk :
1). Menjadikan kekuasan kehakiman sebagai sebuah institusi yang
independen ;
2). Mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman
untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum;
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4). Mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-
prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan
kedaulatan rakyat dan kelima: melindungi martabat
kemanusiaan dalam bentuk yang paling kongkrit.
(Reformasi Kebebasan Kekuasaan Kehakiman.KRHN.
http://www.reformasihukum.org/file/kajian/Reformasi%20Kebebasan%20K
ekuasaan%20Kehakiman.pdf)
3.  Tinjauan tentang Integrated Justice System.
a. Integrated Justice System
Menurut Artidjo Alkostar, sebagai suatu sistem, peradilan memiliki
sub sistem-sub sistem yang menunjang bekerjanya sistem peradilan
yang ada. Sistem Peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak
menuju kearah pencapaian misi dari hakekat keberadaan peradilan,
sebagai suatu lembaga operasionalisasi sistem peradilan menuntut
adanya visi yang jelas agar aktivitas atau pelaksanaan peran peradilan
berproses secara efektif dan efisien. Sistem peradilan di negara kita
belum menganut integrated  justice system sehingga wacana tentang
reformasi sistem peradilan dan sistem penegakan hukum dituntut untuk
melihat cermin yang lebih luas secara utuh ( Reformasi Sistem
Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. www.legalitas.org).
Menurut Muladi, karakter sistem peradilan yang bersifat khusus
akan tetap mengikuti karakter sistem yang bersifat umum, yaitu
kerjasama secara terpadu antara pelbagai subsistem untuk mencapai
tujuan yang sama. dalam kerangka itu secara internal dan eksternal
sistem peradilan harus berorientasi pada tujuan yang sama (purposive
behavior), pendekatannya harus bersifat menyeluruh dan jauh dari sifat
fragmentaris, selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih
besar,operasionalisasi bagian-bagiannya akan menciptakan nilai
tertentu (value transformation), keterkaitan dan ketergantungan antar
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Dalam tatanan yang lebih besar lagi, sistem peradilan yang
seyogianya diciptakan di Indonesia, Sistem Peradilan terpadu menurut
Pandangan Harkristuti Harkrisnowo untuk dapat berfungsi dengan baik
suatu sistem yang ideal harus memiliki elemen-elemen di bawah ini,:
a). Rulification to facilitate standard and equal treatment of
similar situations, thus written rules are necessary  as a
legal basis of actions conducted by those agencies
functioning within the system.
b). Functional differentiation to ensure a specific sphere of
competence of each agency within the system, so as to:
c). prevent prevent overlapping authority
d). clarify the responsibility of each agency;
e). Coordination among units to ensure that each agency
supports the other in order to achieve the objective of the
system.
f). Expertise derived from special training for each agency;
g). Control mechanism to make sure that each agency and
the     whole system functions properly.
Dengan demikian, konsep sistem peradilan terpadu bukanlah  berarti
bahwa terdapat suatu sistem yang bekerja sebagai suatu unit atau
bagian yang menyatu dalam arti harafiah. , (Integrated Justice System)
harus dilihat sebagai,
"...[a system that ]...might be said to work on the principle of
'unity in diversity', somewhat like that under which the armed
forces function. each of the three main armed services own its




Penggunaan pendekatan semacam ini memungkinkan seluruh
subsistem untuk mengkombinasikan pelaksanaan tugas mereka untuk
mencapai satu tujuan. Hal ini disebabkan karena sebagai suatu sistem,
semua subsistem dalam peradilan harus memiliki kesamaan tujuan
yang bersifat menyeluruh. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya,
mereka akan saling menunjang, dan bukannya bertentangan. Dalam
kenyataannya, masing--masing subsistem sering kali bekerja sendiri-
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diindahkannya adanya necessity untuk memperoleh "satu kesepakatan
pandangan." Kondisi semacam ini memiliki dampak yang sangat
signifikan dalam penyelenggaraan fungsi mereka sebagai penegak
hukum dan keadilan.
Secara singkat dapat dikatakan bahwa pendekatan ini bertujuan
untuk menciptakan strategi agar setiap elemen atau subsistem tersebut
meningkatkan efektivitas mereka, dan sekaligus bersatu padu dengan
elemen lain untuk mencapai tujuan bersama dari sistem peradilan
terpadu. Sebagai konsekuensi logis, satu sama lain harus berhubungan
secara struktural dan mempertahankan kesinambungan tugas mereka.
Tanpa adanya hubungan yang erat dan persepsi yang sama mengenai
tujuan bersama, sulit dibayangkan bahwa sistem ini akan berhasil
mencapai tujuannya. Dengan demikian, kerja sama yang erat
merupakan suatu keharusan. Jelas hal ini tidak mudah," karena
nyatanya yang dinamakan fragmentasi dalam sistem peradilan
nampaknya merupakan disturbing issue di pelbagai negara.
Pendekatan sistem yang dipergunakan untuk mengkaji sistem
peradilan terpadu ini mempunyai implikasi sebagai berikut:
1). Semua subsistem akan saling tergantung (interdependent),
karena produk (output) suatu subsistem  merupakan masukan
(input) bagi subsistem lain.
2). Pendekatan sistem mendorong adanya inter-agency
consultation and cooperation, yang pada gilirannya akan
meningkatkan upaya penyusunan strategik dari keseluruhan
sistem.
3). Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu
subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain.
b. Sistem Peradilan
Peradilan sebagai suatu sistem terdiri atas bagian bagian yang
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keseluruhan semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu penegakan
hukum yang benar, adil, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi
kehidupan manusia (Sunarjo.2010:16). Bagian bagian tersebut
berhubungan satu dengan yang lain dalam satu kesatuan dan berkerja
secara aktif mencapai tujuan pokok, didalamnya terkandung unsur-
unsur :
1). Berorientasi pada tujuan;
2). Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-
bagiannya;
3). Sistem berinteraksi dengan dengan sistem yang lebih besar
yaitu lingkungannya;
4). Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu
yang berharga;
5). Masing-masing bagian harus cocok satu dengan yang kain (ada
keterhubungan);
6). Kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme
kontrol). ( Satipto rahardjo.2000:48)
Menurut Bagir Manan, sistem peradilan dapat ditinjau dari dua segi :
1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan
peradilan, mencakup kelembagaan, sumber daya, tata cara,
sarana dan prasarana.
2). Yang berhubungan dengan proses mengadili, yaitu menerima,
memeriksa, dan memutus perkara, termasuk menyelesaikannya
( Bagir Manan. 2005:14).
4.  Tinjauan Hukum sebagai Sistem dan Teori Chaos
a Pengertian dan ciri Sistem
Menurut Tatang M,  makna dari sistem itu sendiri, mencakup
beberapa hal, yaitu :
1). Sistem digunakan untuk menunjuk suatu kesimpulan atau
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suatu bentuk saling hubungan atau saling ketergantungan yang
teratur.
2). Sistem yang menunjuk himpunan gagasan ide yang tersusun
terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin,
huku dan sebagainya yang membentuk suatu kesatuan yang
logik dan dikenal sebagai isi buah pikiran filasafat tertentu,
agama, atau bentuk pemerintahan. (Tatang M.Amirin,1996:7)
Secara umum, sistem memiliki ciri yang sangat luas dan
bervariasi, menurut Elias M. Awad (1979:5-8), ciri-ciri sistem
meliputi beberapa hal sebagai berikut :
1). Sistem bersifat terbuka, atau pada umumnya bersifat terbuka.
Suatu sistem dikatakan terbuka jika berinteraksi dengan
lingkungannya. Dan sebaliknya, dikatakan tertutup jika
mengisolasikan diri dari pengaruh apapun.
2). Sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem dan setiap
subsistem terdiri lagi dari subsistem lebih kecil dan begitu
seterusnya.
3). Sub sistem itu saling bergantung satu sama lain dan saling
memerlukan.
4). Sistem meiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri.
5). Sistem meiliki tujuan dan manfaat.
Sementara William A.Shrode serta Dan Voich (1974:122),
menjelaskan tentang ciri-ciri pokok sistem sebagai berikut :
1). Sistem mempunyai tujuan sehingga perilaku kegiatannya
mengarah pada tujuan tersebut.
2). Sistem merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh.
3). Sistem meiliki sifat terbuka.
4). Sistem melakukan kegiatan transformasi.
5). Sistem saling berkaitan.
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b Hukum Sebagai Sistem
Hukum sebagai sistem mempunyai aturan-aturan hukum atau
norma-norma untuk elemen-elemen tersebut, kesemuanya
berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan yang lebih tinggi.
Menurut Ronald Dworkin yang dikutip oleh Otje Salman dan Anthon
Susanto (2008;93), menjelaskan Sistem Hukum memiliki empat
karateristik, yaitu :
1). Unsur/element/bagian, merupakan pertimbangan moral tentang
apa yang benardan apa yang uruk yang dibuat oleh hakim
untuk menjustifikasi bahwa itulah elemen unsur teori hukum,
yang dapat dipisah sebagai berikut :
a). Prinsip mengenai apa yang disebut dengan political
morality dan political organization yang membenarkan
pengatiran secara konstitusional.
b). Prinsip yang membenarkan metode (hakim) melakukan
penafisran menurut undang-undang.
c). Prinsip tentang hak asasi manusia yang substantif untuk
membenarkan isi dari putusan pengadilan.
2). Hubungan, bahwa prinsip ini dihubungkan satu sama lain oleh
apa yang disebut intense intersection and interdependencies
didalam suatu yang bersifat sistematis.
3). Stuktur,
4). Penyatuan.
Sedangkan Anthony Allots, melihat hukum dari perspektif yang lain,
“ hukum meliputi norma-norma, instruksi-instruksi dari proses.
Norma mencakup aturan hukum, demikian juga prinsip-prinsip.
Aturan mencakup aturan yang secara langsung mensyaratkan
tingkah laku, dan aturan-aturan sekunder yang mengatur,
pelaksanaan aturan-aturan pokok, dan fungsi lembaga-lembaga
serta proses sistemnya termasuk penambahan aturan.
Lembaga-lembaga hukum meliputi fasilitas untuk pelaksanaan
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hubungan-hubungan diperkenalkan dan dikontrol oleh norma-
norma, misalnya hubungan  dimana norma-norma tersebut
berlaku.
Proses hukum merupakan penjabaran norma-norma dan
lembaga-lembaga dalam tindakan. Keputusan adalah
hukum;pembuatan kontrak adalah begian dari keputusan.
“(Anthony Allots.1980:5)
Dalam perspektif Allots memandang hukum sebagai sistem
merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subyek
bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan.
Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaan sebagai fungsi yang
otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini
dihasilkan/dikenakan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan
kekuasaan yang sah pada masyarakat tersebut, jadi dalam sistem
hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-
lembaga termasuk fasilitas dan proses
c Teori Chaos dalam Hukum
 Sebagai tandingan dari teori sistem dalam hukum, maka perlu
dihadapkan dengan teori Chaos, dimana menurut pandangan Charles
Sampford, yang beranggapan adanya sebuah keteraturan muncul atau
lahir tidak mesti dari keadaan (sesuatu) yang sistematis, akan tetapi
dari situasi keos (Chaos atau Disorder) ketidakteraturan (Anthon F,
2008:105). Hal tersebut terjadi karena didalam masyarakat (hukum)
banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, misalnya kekuatan-
kekuatan (kekuasaan) dan saling tarik menarik dan berbenturan
didalamnya, oleh karena itu bagaimana mungkin situasi yang demikian
itu dikategorikan sebagai situasi yang serba tertib dan teratur. Teori
chaos ini memang ditujukan sebagai kritik terhadap  pemikiran teori
sistem dalam hukum, khususnya untuk menjelaskan tentang gagalnya
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d Sifat Chaos memiliki 3 Ciri, sebagaimana disebutkan oleh Anthon F
Susanto, yaitu
1). Sifat Formal, yakni konflik yang melekat pada nilai atau norma
hukum yang mengaturnya, mungkin karena nilai norma
hukumnya kurang jelas, terdapat beberapa aturan yang berbeda
atau berlawanan, adanya keragu-raguan atau ketidakpastian
hukum.
2). Sifat substansial, yakni konflik pada tugas yang diembannya
atau dilaksanakannya (masing-masing berlawanan).
3). Sifat emosional, yakni sifat sengketa yang melekat pada
manusianya, mungkin karena perasaannya (meliputi etika dan
estetika), pemikirannya (anggapan, penilaian, pandangan,
analisis cara berpikir dan keyakinan), keinginan atau
kepentingan yang berbeda atau berlawanan.
B. Kerangka Pikir
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Keterangan :
Berdasar kerangka pikir diatas menjelaskan bahwa konsekuensi dari
Negara Hukum, salah satunya adalah adanya peradilan yang Independen dan
Imparsial. Sesuai dengan amanat UUD 1945 sebagai Konstitusi Republik
Indonesia, pelaku kekuasaan kehakiman diamanatkan kepada Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adanya Undang-
Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang dinilai mempunyai
kapasitas komprehensif untuk mengakomodir kekuasaan kehakiman di indonesia.
Perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia, meliputi banyak hal
karena beberapa fenomena hukum di indonesia menunjukan pembangunan dalam
cabang kekuasaan ini, melalui beberapa perubahan yang berkelanjutan. One Roof
System yang diaplikasikan pasca orde baru, hingga konsep Integrated Justice
System yang menjadi cita hukum dalam UU 48/2009. Konsep Integrated Justice
System  sebagai cita hukum perlu mendapat sorotan yang lebih, karena selain
sebagai cita hukum, konsep tersebut menjadi dasar reformasi kekuasaan
kehakiman yang diharapkan. Sehingga untuk mencari pemahaman yang lebih luas
akan kekuasaan kehakiman dengan cita hukum tersebut, memerlukan pembukaan
tabir-tabir yang menyelimuti kekuasaan kehakiman yang seyogyanya mendapat
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BAB III
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Latar Belakang Reformasi Kekuasaan Kehakiman melalui Konsep
Integrated Justice System
1. Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sebelum
Amandemen UUD 1945.
Pendekatan sejarah digunakan penulis untuk mengetahui
perkembangan Kekuasaan Kehakiman, sehingga pijakan awal dalam
pembahasan mengenai Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dapat dirunut
secara gamblang. Hal yang digunakan adalah mencermati dari produk
hukum yang mengatur tentang aspek kekuasaan kehakiman. Adanya,
Undang-Undang No 19 tahun 1964 disahkan di jakarta tanggal 31 Oktober
1964 dan ditandatangani oleh Pejabat Presiden Republik Indonesia
Dr.Subandrio. Dalam pasal 19 UU No .19 Tahun 1964 disebutkan bahwa :
“Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau
kepentingan masyarakat yang mendesak, Presiden dapat turut campur atau
campur tangan dalam soal-soal pengadilan”
Selanjutnya dalam penjelasan dalam pasal tersebut yang tertulis :
“Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan
eksekutif dan kekuasaan membuat Undang-Undang. Sandaran
yang terutama bagi pengadilan sebagai alat revolusi adalah
Pancasila dan Manipol/Usdek. Segala sesuatu yang merupakan
persoalan hukum berbentuk perkara-perkara yang diajukan, wajib
diputus dengan sandaran itu dengan mengingat fungsi hukum
sebagai pengayoman. Akan tetapi adakalanya, bahwa
presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat turun atau campur
tangan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara
pidana. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan Negara
dan Bangsa yang lebih besar.”
Pada tahun berikutnya, yaitu pada tanggal 6 juli 1965 diundangkan
pula Undang-Undang No 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Seperti Undang-













































commit to user 
36
Presiden Republik Indonesia, yaitu Dr.J.Leimena. Sebagai tindak lanjut
wewenang Presiden untuk campur tangan dalam soal-soal Pengadilan,
Pasal 23 UU No 13 tahun 1965 menentukan :
1) Dalam hal-hal dimana Presiden melakukan turun tangan , sidang
dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan
dan mengummumkan Keputusan Presiden dalam sidang terbuka
dengan membubuh catatan dalam berita acara dan melampirkan
Keputusan Presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan.
2) Dalam hal dimana Presiden menyatakan keinginannya untuk
melakukan campur tangan menurut ketentuan – ketentuan Undang-
Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, sidang menghentiakn
musyawarah dengan Jaksa.
3) Musyawarah termaksud dalam ayat (2) tertuju untuk melaksanakan
keinginan Presiden.
4) Keinginan Presiden dan hasil musyawarah diumumkan dalam
sidang terbuka setelah sidang dibuka kembali.
Semangat dari Undang-undang tersebut dalam masa Orde Lama
(Demokrasi Terpimpin) yang dipimpin oleh presiden Soekarno,
membuktikan adanya peran pemerintah (eksekutif) yang terlalu
mencampuri fungsi yudikatif. Dengan dalih keadaan negara yang masih
labil berakhir pada tahun 1965 yang ditandai dengan terjadinya peristiwa
G30S-PKI yang gagal merebut pemerintahan yang sah. Orde lama yng
digantikan dengan Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Pada masa orde baru, Undang-Undang No 19 tahun 1964 dan Undang-
Undang No 13 tahun 1965  yang dibuat pada masa orde lama, dianggap
sarat dengan kepentingan politik orde lama, dan bertentangan dengan
UUD 1945 yang menjunjung tinggi asas kekuasaan kehakiman yang
merdeka.
Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintahan orde baru yang
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konsekuen, dengan meninjau kembali berbagai produk hukum dan
perundang-undangan yang dianggap tidak sejalan dengan UUD 1945 dan
menghambat cita-cita pemerintahan orde baru. Secara yuridis, pernyataan
tidak berlakunya kedua Undang-undang tersebut setelah lahirnya UU No
14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekusaan Kehakiman, tetapi secara
de facto kedua UU dimaksud sudah kehilangan dasar-dasar berlakunya
baik secara fiosofis, yuridis maupun secara sosiologis, karena sudah tidak
dapat diterima dan dipatuh oleh masyarakat. Untuk melengkapi UU No 14
Tahun 1970, secara berturut-turut telah dikeluarkan beberapa perundangan
sebagai berikut :
1) Undang-undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2) Undang-undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3) Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;
4) Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5) Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer.
Undang-undang No 14 tahun 1970 dan Undang-undang No 14 tahun
1985 secara tegas disebutkan tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka
dalam arti terlepas dari kekuasaan pemerintah. Akan tetapi, masalah
permasalahan administrasi, finansial dan organisatoris masih berpijak di
Departemen terkait, seperti Departemen Agama, Departemen Kehakiman,
Departemen Pertahanan dan Keamanan, sedangkan pembinaan tekhnis
yudisial berada di Mahkamah Agung RI. Hal tersebut menunjukan belum
ada Independensi Kekuasaan Kehakiman karena masih ada campur tangan
dari departemen-departemen yang disebut diatas (kekuasaan pemerintah),
yang akan mempengaruhi kebebasan hakim dalam memeriksa dan
memutus memutus perkara. Ditambah lagi dengan pemerintahan pada
masa Presiden Soeharto pada tahun 1968 – 1998, sehingga pada masa
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Kehakiman  yang merdeka, yang artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah .
Berjalan dan berlakunya Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang
Kekuasaan Kehakiman pada masa Presiden Suharto, menunjukan
pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, bebas
dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya itu adalah
normatif. Akan tetapi kenyataan menunjukan lain, kekuasaan kehakiman
ternyata ditundukan kembali dibawah kendali dan kehendak eksekutif atau
kehendak perorangan yang berkuasa. Perkembangan dari berjalannya
praktek kekuasaan kehakiman dari lamanya pemerintahan Orde Baru
memegang kendali pemerintahan makin menunjukan sikap represif.
Pemerintahan didominasi oleh kekuasaan eksekutif (executive heavy).
Kekuasaan Legislatif hanya menjadi “stempel” dari kehendak eksekutif.
Kemudian adanya dualisme dalam penanganan Kekuasaan Kehakiman,
yaitu tentang hal-hal yang menyangkut organisasi, administrasi dan
keuangan, penanganan berada pada departemen terkait (Departemen
Kehakiman, Departemen Agama, dan Departemen Pertahanan dan
Keamanan), sedangkan dengan penangan berkenaan pembinaan tehknis
yudisial berada dibawah Mahkamah Agung RI. Kenyataan itu menunjukan
belum ada independensi kekuasaan kehakiman karena masih ada
campurtangan dan intervensi dari departemen-departemen tersebut diatas,
yang akan mempengaruhi kebebasan hakim dalam memeriksa dan
menuntut perkara.
Melihat perkembangan kekuasaan kehakiman pada penjelasan
sebelumnya menyiratkan bahwa, tujuan utama adanya lembaga pengadilan
adalah terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, seperti juga
pada umumnya mempunyai tujuan-tujuan baik yang telah ditetapkan
dalam hukum positif maupun tujuan-tujuan yang dipilih atas dasar
diskresi. Hal tersebut menunjukan hubungan antara penguasa (presiden)
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Pemilihan terhadap suatu tujuan sering kali mengalami  perubahan
dan tidak selalu sama dari masa ke masa, contoh mengenai tujuan yang
dipilih ini terdapat dalam UU No 19 Tahun 1964 dan UU No 14 Tahun
1970, keduanya mengenai kekuasaan kehakiman. Pada UU pertama tujuan
yang dipilih adalah masyarakat sosialis indonesia, sedangkan UU yang
kedua, tujuan yang dipilih adalah terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia. Selanjutnya dalam perjalanan kekuasaan kehakiman
yang bergantung dengan politik penguasa mempunyai kesesuaian dengan
karakter dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Presiden
Suharto atau yang sering disebut sebagai Orde Baru pun juga akan
berganti dengan dengan Orde lain, dengan penguasa yang lain pula.
Orde Baru yang sudah berkuasa selama 32 tahun pun akhirnya
tumbang dan digantikan dengan Orde Reformasi dibawah pemerintahan
Presiden BJ Habibie. Pada masa Orde Reformasi, sebagaimana yang
dilakukan pada masa awal orde baru, juga dilakuan peninjauan ulang
terhadap berbagai produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang
dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi. Karena UU No 14
tahun 1970, dianggap mempunyai titik-titik kelemahan, dengan adanya
dualisme kekuasaan kehakiman yang bermuara pada tidak adanya
Independensi, maka perlu beberapa perubahan untuk menjadikannya ideal.
Pada Orde Reformasi telah dibuat Undang-undang No 35 tahun 1999
tentang perubahan atas Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang  Pokok-
Pokok kekuasaan kehakiman. Dalam undang-undang tersebut dilakukan
perubahan terhadap pasal 11 dan penambahan pasal 11 A pada Undang-
undang No 14 Tahun 1970.
Untuk lebih jelasnya, penulis  memasukkan perubahan yang
dimaksud. UU no 35 Tahun 1999 mengubah beberapa ketentuan dalam
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Pasal I
1. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 11
(1).Badan-badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1),secara organisatoris, administratif dan finansial
berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
(2).Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing
lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-
undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan
masing-masing.
2. Diantara pasal 11 dan 12 disispkan 1 (satu) Pasal, yaitu pasal 11A
yang menyatakan sebagai berikut :
(1).Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan
secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-
undang ini mulai berlaku.
(2).Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial bagi
Peradilan Agama, waktunya tidak ditentuakan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
(3).Mengenai tata cara pengalihan secara bertahap sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.
Dengan diundangkannya UU No 35 Tahun 1999 maka dualisme
kekuasaan kehakiman yang selama ini dipersoalkan dapat mempengaruhi
kekuasaan kehakiman yang mandiri memperoleh jalan keluarnya, yaitu
menempatkan kekuasaan kehakiman dibawah satu atap dengan Mahkamah
Agung, meskipun dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
Sehingga dengan adanya hal dimaksud, kebijakan satu atap (one roof
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peradilan satu atap, adalah untuk membatasi peran eksekutif dalam bidang
yudikatif. Dengan kebijakan dibawah satu atap Mahkamah Agung, maka
hal-hal organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah
Agung RI, sehingga idealnya kekuasaan kehakiman dapat dikatakan telah
mandiri, tidak ada lagi campur tangan atau intervensi oleh kekuasaan lain
di luar kekuasaan yudikatif.
Selanjutnya sesuai dengan semangat reformasi yang telah berjalan,
diundangkannya Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman yang melaksanakan one roof system dari Undang-Undang No
35 Tahun 1999, Dengan berlakunya Undang-Undang No 4 Tahun 2004,
pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan
peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara berada di bawah
kekuasaan Mahkamah Agung. Mengingat sejarah perkembangan peradilan
agama yang spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap
badan peradilan agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan
pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.
2.  Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Setelah
Amandemen UUD 1945
Amandemen ke dua UUD 1945, yang menguatkan dan menambahkan
kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 24, 24A, 24B, 24C UUD
1945, melahirkan 2 lembaga baru dalam lingkup kekuasaan kehakiman,
yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Hal tersebut, pada
mulanya terwacanakan dalam sidang MPR tahun 1998-2002 yang pada
akhirnya melahirkan 2 lembaga baru tersebut dan dimasukkan kedalam
Bab Kekuasaan Kehakiman yang termaktub didalam UUD 1945.
Keberadaan  kedua lembaga tersebut mempunyai peran yang vital dalam
sebuah negara hukum, antara lain : Mahkamah Konsitusi sebagai
pengawal konstitusi (Guardian Constitute) dan Konsep Check and
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penjelasan dalam perkembangan tersebut, penulis menguraikan hal-hal
yang dimaksud  sebagai berikut :
a. Hak Uji Peraturan Perundang-undangan dalam Kekuasaan
Kehakiman di Indonesia
Pada tahun 2003 lahir sebuah undang-undang tentang
Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2003.
Undang-undang tersebut melengkapi pengaturan mengenai
kekuasaan kehakiman di Indonesia. Secara garis besar, Undang-
Undang tersebut mengatur tentang kedudukan, susunan, Kekuasaan
Mahkamah Konstitusi, pengangkatan dan Pemberhentian Hakim
Konstitusi sampai hukum acara Mahkamah Konstitusi. Fungsi pokok
dari Mahkamah Konstitusi dalam peran kekuasaan kehakiman sesuai
dengan Pasal 10 huruf a UU No 23 tahun 2003, adalah sebagai
Lembaga Negara yang melaksanakan uji materiil kesesuaian
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945. Kewenangan untuk menguji peraturan
perundang-undangan ( hak uji materiil), bukan hal baru dalam
Sistem ketatanegaraan Indonesia. Lahirnya hak uji materiil ini
didasarkan pada asas ultra vires,  yang sebenarnya dalam sistem
hukum Inggris the ultra vires rule dapat digunakan sebagai alasan
untuk melakukan pengujian atau judicial review atas norma umum
dan kongkrit.
Sehingga dari adanya tersebut, kekuasaan kehakiman juga menjalan
kan konsep check anda balances terhadap lembaga negara lainnya.
Berbicara mengenai hak uji materiil di Indonesia, berarti
membahas pengaturan hak uji ini diatur dalam konstitusi maupun
peraturan perundang-undangan yang lain. Secara konstitusional,
UUD 1945 sebelum perubahan tidak mengatur ketentuan hak uji
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kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan hak uji materiil
dapat dilihat pada ketentuan dibawah ini :
1) Tap MPR No.III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan
Hubungan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Tinggi Negara,
Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan  : “ Mahkamah Agung
mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya
terhadap Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-
undang ”.
2) Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, Pasal 26 yang menyebutkan :
a) Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak
sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat
yang lebih rendah dari Undang-Undang atas alasan
bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan
yang lebih tinggi.
b) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan
perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan
dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan
dari peraturan perundang-undangan yang dinyatakan
tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang
bersangkutan.
3) Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, Pasal 31 yang menyatakan sebagai berikut :
a) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara
materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan
dibawah Undang-Undang.
b) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah
semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang
lebih rendah daripada undang-undang atas alasan
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c) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan
perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan
dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan
peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah
tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang
bersangkutan.
4) PERMA No 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil, yang
mengatur tentang hukum acara tentang pelaksanaan peradilan
mengenai hak uji materiil, tetapi juga berisi perluasan
wewenang menguji untuk semua badan kekuasaan
kehakiman. Dengan kata lain, aturan ini memberi wewenang
untuk melakukan hak uji materiil kepada pengadilan Tingkat
Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, dan Mahkamah
Agung. Hal tersebut jelas diatur dalam ketentuan Pasal 3
PERMA No 1 Tahun 1993, yang menyebutkan :
a) Majelis Hakim Perngadilan Tingkat Pertama dan tingkat
banding yang memeriksa dan memutus tentang gugatan
hak uji materiil itu, dapat menyatakan peraturan
perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi tidak mempunyai
kekuatan hukum dan tidak mengikat pihak-pihak yang
berperkara.
b) Bila Majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa
gugatan itu beralasan maka Majelis Hakim Agung
mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan bahwa
peraturan perundang-undangan yang digugat tersebut
tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang
atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
       Setelah adanya amandemen UUD 1945, kewenangan uji
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benar menjadi wacana dalam konsep check and balance antar cabang
kekuasaan negara. Sehingga dengan adanya Mahkamah Konstitusi
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai peranan
penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara
hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana
dimaksud dalam UUD 1945.
       Sebagaimana diatur dalam pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang
berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar....”  fungsi
tersebut menyerahkan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi
untuk mengawal dan menegakkan UUD 1945. Menurut Ahmad
Syahrizal, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai Peradilan
Konstitusi (constitutional judiciary) yaitu organ yang memiliki
otoritas untuk menyelesaikan persengketaan hukum berdasarkan
konstitusi (Ahmad Syahrizal,2006:75). Peradilan ini dapat
memfasilitasi setiap individu atau kelompok masyarakat untuk
mempertanyakan kelayakan suatu kebijakan negara (eksekutif dan
legeslatif), yang biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan.
b. Pengawasan Eksternal dan Sistem Check and Balances dalam
Kekuasaan Kehakiman
Pengawasan eksternal terhadap kekuasaan kehakiman dalam
rangka menjaga keluhuran, martabat dan perilaku hakim mendapat
beberapa bagian dalam pembahasan ini, karena semangat reformasi
untuk mencegah adanya executive heavy tidak terulang ataupun
bahkan menular kepada judicative heavy. Hal yang dimaksud bisa
saja terjadi, dikarenakan setelah adanya kendali dibawah kebijakan
satu atap (one roof system) dibawah Mahkamah Agung
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menjelma menjadi tirani yudikatif. Pendapat dari mantan anggota
KY, Chatamarrasyid, bahwa “penyatuan dibawah satu atap ini
potensial memberikan kekuasaan kepada MA untuk melindungi
hakim-hakim yang ‘bermasalah’ “(Chatamarasyid,2005:1). Pendapat
tersebut menyiratkan perlu adanya pengawasan kepada hakim-hakim
dari luar (eksternal), karena secara internal pembinaan dan
pengawasan hakim berada di bawah Mahkamah Agung.
Lahirnya Komisi Yudisial untuk mewujudkan check and
balances dalam bidang yudikatif ini menjadi jawaban atas
kegelisahan tersebut. Sebagaimana tertuang dalam pasal 24 B UUD
1945 yang menyatakan bahwa
“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.
Untuk meluruskan pemahaman kita, bahwa dalam bidang kekuasaan
kehakiman, meskipun lembaga pelaksana atau pelaku kekuasaan
kehakiman itu ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi, tetapi di samping keduanya ada pula Komisi Yudisial
sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan, dan perilaku
hakim. Keberadaan fungsi Komisi Yudisial ini bersifat penunjang
terhadap cabang kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah
lembaga penegak hukum (the enforcer of the rule of law), tetapi
merupakan lembaga penegak etika kehakiman (the enforcer of the
rule of judicial ethic )( Jimly Asshiddiqie,2008:18) .
Menurut Ahsin Thohari (2004), argumen utama bagi
terwujudnya (raison d’atre) Komisi Yudisial (KY) didalam suatu
negara hukum adalah :
1) Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring
yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan
melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang
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2) Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau
penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive
power) dan kekuasaan kehakiman (judicial power) yang
tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian
kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun
juga, khususnya kekuasaan pemerintah.
3) dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan
efektifitas semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang
menyangkut rekruitmen dan monitoring hakim agung
maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.
4) terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena
setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang
ketat dari sebuah lembaga khusus (komisi yudisial).
5) dengan adanya Komisi Yudisial , kemandirian kekuasaan
kehakiman dapat terjaga, karena politisasi terhadap
perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan
adanya komisi yudisial yang bukan lembaga politik,
sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan
politik. (Ahsin Thohari, 2004:13)
Berpijak dari alasan diatas, keberadaan Komisi Yudisial (KY)
berperan dalam menjaga dan mengawal reformasi peradilan,
beberapa gebrakan awal telah dilakukan oleh KY dalam menjalankan
tugasnya, menyorot dan memeriksa hakim-hakim yang bermasalah,
mulai dari hakim pengadilan negeri hingga ke hakim agung. Hal
tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat sehingga banyak dari
masyarakat yang melaporkan hakim-hakim yang dianggap ‘nakal’
kepada KY.
Puncaknya ketika KY mengundang ketua MA untuk dimintai
keterangan dan ketika KY mengundang beberapa hakim agung untuk
diperiksa berkenaan dengan masuknya beberapa laporan dari
masyarakat. Sikap resist hakim agung juga mewarnai awal dari
konflik antara MA dan KY, di awali dari judicial review 30 orang
hakim agung terhadap UU No 22 thn 2004 tentang Komisi Yudisial
dan UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman  terhadap
UUD.
Menurut Mahfud MD, bahwa yang menggugat adalah pribadi-
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suasana dan sikap-sikap petinggi MA tampak jelas bahwa MA
memang merasa gerah dengan sepak terjang KY, hanya saja MA
secara institusi tidak mempunyai legal standing atau tidak dapat
menjadi pihak-pihak didalam sengketa di MK maka yang dimajukan
adalah para hakim secara perseorangan. Isi gugatan itu pada
pokoknya berkisar pada tiga hal.
Pertama, meminta MK memutus bahwa Hakim Agung
bukanlah bagian dari hakim yang dapat diawasi oleh KY,
sebab menurut pasal 24B ayat (1) untuk hakim agung sudah
disebutkan KY hanya mengusulkan pencalonannya,
sedangkan untuk mengawasi perilaku disebutkan  berlaku
untuk hakim. Jadi bagi para penggugat harus dibedakan
pengertian antara hakim agung dan hakim sehingga isi UU
No 22 tahun 2004 yang menyamakan harus dinyatakan
bertentangan dengan konstitusi.
Kedua, para penggugat meminta agar hakim konstitusi tidak
dijadikan bagian dari pengertian hakim yang dapat diawasi
oleh KY karena hakim Konstitusi berbeda dengan hakim lain
dan baru dimaksukkan didalam UUD lebih belakang dari
pengaturan tentang KY.
Ketiga, wewenang- wewenang KY untuk mengawasi para
hakim harus dinyatakan bertentangan dengan UUD karena
kriterianya tidak jelas dan bersifat eksesif apalagi dalam
prakteknya KY sering memeriksa hakim dengan
mempersoalkan isi putusan. (Mahfud MD,2007:5)
Dengan uraian gugatan tersebut, berdasarkan pertimbangan,
Mahkamah Konstitusi sampai pada kesimpulan  sebagai berikut :
1) Pertama, permohonan para Pemohon sepanjang
menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24
B Ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi
terbukti bertentangan dengan dengan UUD 1945 sehingga
permohonan para Pemohon harus dikabulkan. Dengan
demikian, untuk selanjutnya  jakim konstitusi tidak
termasuk dalam pengertian hakim yang perilakunya etiknya
diawasi oleh Komisi Yudisial.
2) Kedua, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut
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yang meliputi hakim agung, terbukti tidak cukup beralasan.
Peroalan apakah hakim menurut Pasal 24 B Ayat (1) UUD
1945 meliputi pengertian hakim agung atau tidak, tidaklah
dapat ditemukan dasar-dasar konstitusional yang
meyakinkan. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon
sepanjang menyangkut hakim agung tidak terdapat cukup
alasan untuk mengabulkannya.
3) Ketiga, hal yang justru lebih substansial atau mendasar
untuk diputus adalah permohonan para Pemohon yang
berkaitan dengan pengaturan mengenai prosedur
pengawasan. Mengenai hal ini Mahkamah Konstitusi
berpendapat bahwa :
a). Perumusan Pasal 13 huruf  b juncto Pasal 20 UU KY
mengenai wewenang lain sebagai penjabaran dari Pasal
24 B (1) UUD 1945 menggunakan rumusan kalimat
yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dalam
penormaannya dalam UU KY yang menimbulkan
ketidak pastian hukum.
b). UU KY terbukti tidak rinci mengatur mengenai
prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan
siapa subyek yang mengawasi, obyek yang diawasi,
instrumen apa yang digunakan serta bagaimana proses
pengawasan itu dilaksanakan. Hal tidak jelas dan tidak
rincinya pengaturan mengenai pengawasan dalam UU
KY serta perbedaan perbedaan dalam rumusan kalimat
seperti dimaksud pada butir a menyebabkan semua
ketentuan UU KY tentang pengawasan menjadi kabur
(obscur) dan menimbulkan ketidak pastian hukum
(rechsonzerkerheid) dalam pelaksanaannya.
c). Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam Undang-
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tidak tepat, yaitu seolah-olah hubungan antara MA dan
KY berada dalam pola hubungan “Checks and
Balances” antar cabang kekuasaan dalam konteks ajaran
pemisahan kekuasaan (separation of power), sehingga
menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama
dalam pelaksanaannya. Jika hal ini dibiarkan tanpa
penyelesaian ketegangan dan kekisruhan dalam pola
hubungan antara KY dan MA akan terus berlangsung
dan kebingungan dalam masyarakat pencari keadilan
akan terus meningkat, yang pada gilirannya  juga dapat
mendelegitimasi kekuasaan kehakiman yang akan
menjadikannya semakin tidak dipercaya.
Pada akhirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006
yang menganggap segala ketentuan Undang-Undang No 22 Tahun
2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang
No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan
ketidakpastian hukum. Dan untuk mengisi kekosongan hukum
tersebut perlu adanya penyempurnaan melalui proses perubahan
undang-undang yang merupakan sebuah keniscayaan.
Berbagai kalangan mempunyai pendapat yang berbeda akan
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tanggapan dari Marwan
Mas, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas 45 Makasar,
menganggap bahwa dicabutnya kewenangan KY menjadi tamparan
bagi pemerintah dan DPR dalam proses legislasi. Berbeda dengan
OC Kaligis yang berpandangan putusan dari MK merupakan langkah
yang tepat, karena menurut beliau “pengawasan yang utama
bukanlah eksternal, melainkan moral, etika dan integritas hakim-
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3. Lahirnya Undang-Undang No 48 Tahun 2009 dalam menjawab
perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.
   Dari adanya gugatan judicial review  tersebut, muncul beberapa hal
yang sangat urgent dan mendasar yang menjadi cerminan dalam praktek
kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pertama, terlihat betapa masih carut
marut-nya aturan dan kondisi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kedua,
gugatan judicial review ini sebagai momentum untuk berbenah dalam
mengatur kembali aspek-aspek dalam kekuasaan kehakiman.
 Konsekuensi dari putusan MK tersebut menjadikan terpangkasnya
aturan pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial, sehingga merujuk pada
Putusan tersebut terdapat 3 hal subtansif yang mencakup, antara lain :
1) Obyek Pengawasan Komisi Yudisial adalah semua hakim yang
meliputi Hakim pada Mahkamah Agung, hakim pada badan
peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan
Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan
Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan
Hakim Pada Mahkamah Konstitusi;
2) Ruang Lingkup Pengawasan Komisi Yudisial adalah sebatas
”perilaku hakim” bukan teknis yudisial. Untuk itu Komisi Yudisial
tidak boleh memasuki teknis yudisial dengan mengkaji putusan
yang independensinya dijamin secara konstitusional;
3) Pedoman pengawasan perilaku hakim oleh  komisi yudisial
ditetapkan melalui Code Of Ethic.
Melihat keadaan tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan DPR
adalah menambahkan rumusan tersebut ke dalam peraturan perundang-
undangan, dalam hal ini tepat kiranya jika ada perubahan atau digantinya
aturan hukum terkait. Posisi penting dalam hal tersebut adalah Undang-
Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai Umbrella Act atau Undang-
Undang payung, walaupun dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004
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adanya Umbrella Act, akan tetapi menurut Wakil Ketua MA Bidang Non
Yudisial Harifin Tumpa yang sekarang sebagai Ketua MA, berpendapat
bahwa
” UU Kekuasaan Kehakiman merupakan pelaksanaan UUD
1945. Setelah adanya UU Kekuasaan Kehakiman baru kemudian
ada UU lain sebagai turunannya. Seperti UU MA, UU MK, UU
yang mengatur peradilan dibawah MA dll. UU Kekuasaan
Kehakiman masih menjadi acuan, tegasnya “.
 (http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20076/ma-tanggapi-
dingin-rencana-pencabutan-uu-kekuasaan-kehakiman, 5 Juli 2010)
sehingga peran dari Undang-Undang kekuasaan kehakiman pada intinya
tetap diperlukan dalam pelaksaanan kekuasaan kehakiman, yang nantinya
akan segera menular kepada Undang-Undang lain yang berada di lingkup
tersebut.
Indikasi kegelisahan dari “pekerjaan rumah” DPR, diisyaratkan oleh
Badan Legislatif (Baleg) yang mempunyai beberapa pilihan untuk
mencabut dan merevisi atau menghilangkan Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman. Menurut Patrialis Akbar, yang pada kala itu sebagai anggota
parleman dari Fraksi PAN menerangkan bahwa opsi pencabutan UU
Kekuasaan kehakiman mempunyai argumentasi bahwa, substansi normatif
dari UU tersebut sudah merasuk kepada UU yang terkait dengan
kekuasaan kehakiman, seperti UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah
Konstitusi, UU Advokat dan UU Peradilan. (hukum online, “DPR Sepakat
Hendak Cabut UU Kekuasaan Kehakiman”, Kamis, 17 July 2008).
   Bahkan berbagai tanggapan muncul dari Mahkamah Agung, menurut
Juru Bicara Mahkamah Agung, yaitu, Djoko Sarwoko menyatakan tidak
setuju jika UU Kekuasaan Kehakiman ditiadakan. Djoko masih
berpandangan umbrella act (dalam hal ini adalah UU kekuasaan
kehakiman)  masih dibutuhkan untuk mengatur asas-asas yang menjadi
dasar pembentukan lembaga pengadilan. Apalagi, belakangan
bermunculan pengadilan-pengadilan yang bersifat khusus, seperti
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tanggal 29 Oktober 2009 disahkan UU No 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, dengan pemberlakuan tersebut, maka UU No 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku. Hal baru yang yang ditambahkan dan berbeda dalam UU No 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini, menurut Hakim Agung
Muchsin, adalah “pengaturan yang lebih komprehensif, lebih lengkap,
lebih tuntas dalam menyusun kerangka kekuasaan kehakiman di
Indonesia”.
Penambahan dan perbedaan tersebut tidak hanya menanggapi
masalah pengawasan hakim, yang muncul dari sengketa MA dan KY, akan
tetapi juga menjawab masalah seputar kekuasaan kehakiman lain. Hal
tersebut tampak dalam keberadaan hakim ad hoc, jaminan keamanan dan
kesejahteraanhakim,  penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan hal
lainnya yang selama ini menjadi diskursus dunia akademik dan berlaku
dalam praktek, akan tetapi juga merupakan sebuah pembenahan dalam
pondasi kekuasaan kehakiman yang sedang berkembang. Sehingga untuk
meneliti dan membedah  UU No 48 Tahun 2009, ada beberapa hal penting
yang mesti diperhatikan dan dicermati, terkait penegasan didalam undang-
undang tersebut :
a. Mereformasi sistematika Undang-undang No 4 Tahun 2004
tentang kekuasaan kehakiman, terkait dengan pengaturan secara
komprehensif dalam undang-undang ini, semisal adanya bab
tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim
konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian
hakim dan hakim konstitusi.
d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai
kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan
perkara, hanya dapat dibentuk dalam satu lingkungan badan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
e. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang sementara dan
mempunyai keahlian, serta memiliki pengalaman di bidang
tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.
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g. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari
keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos
bantuan hukum pada setiap pengadilan.
h. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan
kesejahteraan  hakim dan hakim konstitusi. (Penjelasan UU No
48 Tahun 2009)
Sebelum menyinggung masalah konsep Integrated Justice System, berikut
sistematika Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman :
Tabel 1:  Sistematika UU No 48 Tahun 2009
Isi Ketentuan Pasal
Bab I,  Ketentuan Umum, 1
Bab II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman 2-17
Bab III Pelaku Kekuasaan Kehakima 18-29
Bab IV Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim dan Hakim
Konstitusi,
30-37
Bab V Badan-badan lain yang fungsinya berhubungan dengan
Kekuasaan Kehakiman
38
Bab VI  Pengawasan Hakim dan Hakim Konstitusi 39-44
Bab VII Pejabat Peradilan 45-47
Bab VIII Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan Hakim 48-49
Bab IX Putusan Pengadilan, 50-53
Bab X Pelaksanaan Putusan 54-55
Bab XI Bantuan Hukum 56-57
Bab XII Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan 58-61
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B. Reformasi Kekuasaan Kehakiman Melalui Konsep Integrated Justice
System dalam Perspektif Undang-undang No 48 Tahun 2009
1. Konsep Integrated Justice System dalam UU No 48 Tahun 2009
Untuk memberikan pedoman agar tidak terjadi kebingungan
antara Integrated Criminal Justice System dengan Integrated Justice
System, penulis memberikan beberapa gambaran dan penjelasan
singkat akan perbedaaan dua hal tersebut, karena dua konsep tersebut
sama-sama menjadi konsep ideal yang dicitakan dalam pelaksanaan
kekuasaan kehakiman di Indonesia.
a. Integrated Criminal Justice System, (Sistem peradilan
pidana)
Istilah Integrated Criminal Justice System, menunjukan
mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan
mempergunakan dasar pendekatan sistem. Menurut
Mardjono, Sistem peradilan pidana adalah sistem yang
pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan
terpidana (Mardjono Reksodipoetro,1993:1). Penekanan
dalam konsep tersebut adalah pendekaan sistem, dengan
mekanisme dan administrasi diantara lembaga-lembaga yang
terkait didalamnya untuk mencapai suatu tujuan utama yaitu
menanggulangi adanya kejahatan.
b. Integrated Justice System (Sistem Peradilan Terpadu)
Menurut Pandangan Prof Harkristuti Harkrisnowo, Sistem
Peradilan terpadu (Integrated Justice System) harus dilihat
sebagai, "...[a system that ]...might be said to work on the
principle of 'unity in diversity', somewhat like that under
which the armed forces function. each of the three main
armed services own its distinctive roles, its training schemes,
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(Harkristuti Harkrisnowo, 2003). Secara implisit makna dari
sistem peradilan terpadu, menyerempet kepada sistem
peradilan pidana, karena pendekatan sistem yang digunakan
menekankan kepada hubungan, koordinasi, lembaga yang
berbeda akan fungsi dan tugasnya, untuk mencapai tujuan
bersama. Akan tetapi lingkup dari sistem peradilan terpadu,
mencakup hal yang lebih luas dari lingkup penanggulangan
kejahatan saja.
Sehingga, pendekatan dari pandangan tersebut menunjukan
adanya fungsi dan peran yang terpisah tetapi mempunyai tujuan yang
sama. Hal tersebut dapat tercermin dalam peran dan fungsi
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
untuk bersinergi dalam mencapai tujuan kekuasaan kehakiman di
Indonesia, yaitu menjamin tegaknya Negara Hukum. Mengacu
kepada Harkristuti Harkrisnowo, elemen-elemen  yang disebutkan
diawal menunjukan penerapan sistem peradilan terpadu terletak
kepada fungsi kontrol dan pengawasan antar lembaga untuk
mencegah tumpang tindih fungsi dan menjaga agar tujuan yang
hendak dicapai bisa terwujud.
Kembali kepada pembahasan konsep Integrated Justice System
dalam UU No 48 Tahun 2009 yang lahir dengan latar belakang
adanya konflik antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yang
merupakan lembaga pelaksana, maupun yang menunjang aspek-
aspek kekuasaan kehakiman. Masalah utama dalam konflik tersebut
adalah mekanisme pengawasan,dan model pengawasan. Sehingga
politik hukum dari adanya UU dimaksud menjawab kebutuhan untuk
mengatur wewenang, hubungan dan komunikasi lembaga terkait
kekuasaan kehakiman, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung,
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48 tahun 2009 tersebut bertujuan mereformasi dan membenahi
pondasi kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Mekanisme pengawasan dan kontrol yang dimaksud dalam
Integrated Justice System sebagai tatanan yang lebih besar menuju
keterpaduan sebuah sistem dalam mencapai tujuan, terletak dalam
hal pengawasan hakim dan hakim konstitusi. Dimana hal tersebut
tidak hanya mengatur mekanisme, dan model  pengawasan ke tiga
lembaga tersebut, akan tetapi juga merambah aspek koordinasi dan
komunikasi lembaga, sehingga aksen kesatuan dalam suatu sistem
benar-benar terwujud. Selain itu pencegahan terhadap adanya
tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga dapat
dicegah.  Ketentuan tersebut termaktub dalam Bab VI Pasal 39-44
UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
berbunyi :
Bab VI
Pengawasan Hakim Dan Hakim Konstitusi
Pasal 39
(1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan
peradilan pada semua badan peradilan yang berada di
bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah
Agung.
(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi
terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan
keuangan.
(3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan
oleh Mahkamah Agung.
(4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh
mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara.
Pasal 40
(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan
pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
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melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim
berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Pasal 41
(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi
Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
b. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman
PerilakuHakim; dan
c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi
yangdiperoleh.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara.
(3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi
Yudisial dan Mahkamah Agung.
(4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam
undangundang.
Pasal 42
Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial
dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar
rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.
Pasal 43
Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh
Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.
Pasal 44
(1) Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis
Kehormatan Hakim Konstitusi.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan undang-undang.
Mencermati aturan diatas, perihal pengawasan hakim dan hakim
konstitusi, menegaskan sekaligus mengatur kewenangan pengawasan
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a. Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawasan tertinggi
badan peradilan yang berada di bawahnya, hal tersebut
termasuk tugas administrasi dan keuangan, pengawasan
internal atas tingkah laku hakim. Pengawasan yang dilakukan
tidak boleh mempengaruhi kebebasan hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara.
b. Adanya lembaga penunjang (auxilary) dalam hal pengawasan
eksternal, dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dalam
hal ini adalah Komisi Yudisial.
c. Adanya instrumen pengawasan dalam ranah kerja yang
dilakukan Komisi Yudisial, yakni Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim. Penetapan instrumen tersebut dilakukan oleh
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tindak lanjut dari
ketentuan ini adalah adanya adanya Surat Keputusan
Bersama (SKB) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
Nomor : 047/KMA/SK/IV/2009 dan No
2.02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim. SKB ini berlaku untuk semua Hakim
termasuk didalamnya hakim agung, hakim ad hoc dan seluruh
hakim dibawah Mahkamah Agung (Buletin Komisi Yudisial,
2009:3). Isi SKB tersebut mencakup tentang Sepuluh Prinsip
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim :
1). Berperilaku Adil,
2). Berperilaku Jujur,
3). Berperilaku arif dan Bijaksana,
4). Bertanggung jawab,
5). Menjunjung tinggi harga diri,
6). Berintegritas tinggi ,
7). berdisiplin tinggi,

















































d. Diperbolehkannya analisis putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap oleh Komisi Yudisial, sebagai
rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Ketentuan ini
mengakomodasi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi
Yudisial, sebelum adanya ketentuan ini analisis putusan
pengadilan yang dilakukan Komisi Yudisial berlanjut pada
pemanggilan hakim dan hakim agung, sehingga hal tersebut
berujung pada gugatan Judicial Review para hakim agung
terkait kewenangan pengawasan ini.
e. Pengawasan hakim konstitusi yang selama ini diperdebatkan,
apakah termasuk dalam analogi hakim sehingga termasuk
dalam pengawasan oleh Komisi Yudisial, ataukah diluar
obyek pengawasan Komisi Yudisial, karena pengaturan
Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 C UUD 1945 setelah
pengaturan Komisi Yudisial, yakni dalam Pasal 24 B UUD
1945, sehingga Mahkamah Konstitusi  berada di luar
pengawasan Komisi Yudisial. Berdasar Pasal 44 UU 48
Tahun 2009 diatas, hal tersebut menjadi jelas, dimana
pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis
Kehormatan Hakim Konstitusi, dan diatur lebih lanjut dalam
sebuah undang-undang.
 Selanjutnya untuk melihat Konsep Integrated Justice System
dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah
adanya sistematika dan aturan yang komprehensif tentang struktur
kerangka kekuasaan kehakiman. Sebagaimana disebutkan pada awal
pembahasan, lahirnya UU No 48 Tahun 2009, juga  merubah dan
menambahkan beberapa hal, seperti adanya  pengaturan umum
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kesejahteraan hakim, dll. Dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman, pembentukan kembali sistematika undang-
undang mempunyai pengaruh dalam hal susbtansi undang-undang.
Apabila diuraikan, sistematika dari UU No 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimulai dari Bab II yang berisi
tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, mengkokohkan
asas hukum sebagai jantung dari aturan hukum sebagai dasar
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Kemudian selanjutnya
dalam Bab III Pelaku Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan
derivikasi dari Pasal 24 (2) UUD 1945, secara tegas menjelaskan
lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (dan juga
melaksanakan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman). Bab IV
Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi,
sebagai urutan setelah adanya penjelasan tentang pelaku kekuasaan
kehakiman, maka dalam bab ini  menjelaskan tentang cara
pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman, diatur dalam Bab V, yang didalamnya menjelaskan
tentang badan yang berkaitan dan menjadi bagian dalam proses
penegakkan hukum, karena fungsinya seperti,
a. Penyelidikan dan penyidikan, dalam hal ini yang dimaksud
adalah Kepolisian;
b. Penuntutan, dalam hal ini yang dimaksud adalah Kejaksaan;
c. Pelaksanaan Putusan;
d. Pemberian jasa hukum, yang dimaksud disini adalah
Advokat. dan
e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Dalam Bab V ini, terkandung konsep Integrated Criminal Justice
System , hal ini terlihat dari adanya persamaan fungsi dari badan lain
dalam lingkup kekuasaan kehakiman dalam penanggulangan













































commit to user 
62
mengatur tentang pengawasan hakim dan hakim konstitusi, yang
telah penulis jabarkan pada pembahasan sebelumnya.
Bab VII yang mengatur tentang pejabat peradilan, bahwa selain
hakim, terdapat pejabat peradilan yang mengurusi hal administratif
di pengadilan. Bab VIII yang menjelaskan tentang jaminan
keamanan dan kesejahteraan hakim, dimana pengaturan ini tidak
terdapat dalam UU kekuasaan kehakiman yang lama, yaitu UU No 4
Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan adanya
pengaturan tentang jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim,
menjadikan adanya sebuah kepastian hukum dalam hal keamanan
dan kesejahteraan hakim. Selanjutnya, dalam Bab IX yang mengatur
tentang putusan pengadilan, dan Bab X yang mengatur mengenai
pelaksanaan putusan pengadilan, merupakan pecahan dari
pengaturan pelaksanaan putusan pengadilan dalam Bab VI didalam
UU kekuasaan kehakiman sebelumnya, walaupun terdapat perbedaan
jumlah pasal, akan tetapi subtansi pasal masih sama.
Bahasan mengenai bantuan hukum berada pada Bab XI, yang
isinya menjelaskan lebih rigid mengenai pengaturan bantuan hukum,
yang bisa diperoleh setiap orang yang berperkara, dan adanya pos
bantuan hukum dalam setiap pengadilan negeri. Bab XII yang
membahas pengaturan umum penyelesaian sengketa diluar
pengadilan, yang sebelumnya tidak diatur dalam UU kekuasaan
kehakiman sebelumnya. Bab XIII yang berisi ketentuan penutup,
yang menegaskan dicabutnya UU No 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman, dan mulai berlakunya UU No 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman.
Berdasar uraian sistematika yang terdapat dalam UU No 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatas, terdapat
kesesuaian dan ketetentuan yang menjawab kebutuhan hukum dan
ketatanegaraan yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat
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peradilan) telah menciptakan stigma buruk di mata masyarakat
terkait keberadaan lembaga peradilan itu sendiri, hingga akhirnya
tujuan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan
peradilan yang bersih serta berwibawa dapat dicapai, melalui Konsep
Integrated Justice System ini.
2. Hubungan Antara Konsep Integrated Justice System Dengan
Reformasi Kekuasaan Kehakiman.
Integrated Justice System yang menjadi semangat dalam UU No
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mempunyai beberapa
catatan yang harus dijawab untuk menjelaskan fenomena hukum
adanya aturan tersebut lahir. Apakah hanya secara insidentil
menanggapi adanya gugatan Judicial Review 30 hakim agung yang
merasa terusik dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh
Komisi Yudisial, ataukah benar-benar sebagai reformasi kekuasaan
kehakiman, menjadi awal baru kekuasaan kehakiman Indonesia
untuk menapak jalan perkembangan ketatanegaraan.
Pada uraian sebelumnya, dijelaskan bagaimana konsep
Integrated Justice System menjadi tema besar dalam UU No 48
Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, diwakili oleh pengaturan
pengawasan hakim. Selain itu adanya sistematika dan penambahan
aturan dalam membangun struktur kerangka kekuasaan kehakiman
yang termaktub dalam undang-undang tersebut, menjadikan sebagai
model integrated justice system yang teraplikasikan secara lanjut.
Selanjutnya untuk mencari hubungan antara adanya konsep
Integrated Justice System dengan reformasi kekuasaan maka perlu
menilik sejarah lahirnya UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, yang berawal dari adanya konflik, hingga adanya aturan
tersebut untuk menyelesaikan dan mencegah adanya konflik yang
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Keadaan tersebut juga dialami oleh kekuasaan kehakiman di
Indonesia, dimana banyak benturan dan tarikan kepentingan dalam
hal adanya pengawasan hakim dan pengaturan terkait fenomena yang
ada dalam kekuasaan kehakiman (lembaga peradilan). Dari aturan
sebelumnya, yaitu UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, dilihat dalam permukaan tampak sebagai aturan yang
mempunyai substansi tertib, dan teratur, jelas, dan mampu
mengakomodasi pengaturan kekuasaan kehakiman di Indonesia,
tetapi sebenarnya penuh dengan ketidakteraturan dan ketidak jelasan
dalam substansi hukumnya. Tidak sesuainya pengawasan dengan
pemaknaan dari konstitusi, dan juga tidak mempunyai proyeksi yang
terkait dengan upaya pembangunan kekuasaan kehakiman pasca
amandemen UUD 1945.
Fenomena Chaos, menurut Anthon F Susanto, mempunyai 3 sifat
dan bila dikondisikan dengan situasi Chaos dalam Kekuasaan
Kehakiman, akan dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Sifat Formal, yakni konflik yang melekat pada nilai atau
norma hukum yang mengaturnya, mungkin karena nilai
norma hukumnya kurang jelas, terdapat beberapa aturan yang
berbeda atau berlawanan, adanya keragu-raguan atau
ketidakpastian hukum. Dalam hal ini adalah dasar hukum
adanya wewenang Komisi Yudisial dalam hal pengawasan
hakim, dan juga pengaturan dalam UU kekuasaan kehakiman
sebelumnya, yaitu UU No 4 Tahunn 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman yang bertentangan dengan UUD 1945.
b. Sifat substansial, yakni konflik pada tugas yang diembannya
atau dilaksanakannya (masing-masing berlawanan). Sifat
substansial ini muncul dari KY yang memanggil hakim dan
hakim agung untuk diperiksa karena dianggap melahirkan
Putusan yang tidak mencerminkan keadilan, di sisi lain hakim
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intervensi yang akan mengganggu independensi dan
imparsialitas fungsi peradilan.
c. Sifat emosional, yakni sifat sengketa yang melekat pada
manusianya, mungkin karena perasaannya (meliputi etika dan
estetika), pemikirannya (anggapan, penilaian, pandangan,
analisis cara berpikir dan keyakinan), keinginan atau
kepentingan yang berbeda atau berlawanan.
Faktor ketiga ini menggunakan ukuran personal, dimana
hakim, hakim agung menganggap mekanisme dan metode
pengawasan dari KY yang belum mempunyai dasar hukum
dan ukuran pengawasan yang dianggap terlalu berlebihan dan
terlalu keblabasan. Disatu sisi KY dengan semangat
mengawasi pengadilan, bahkan eksaminasi putusan dengan
ujung adanya pemanggilan dan pemberian sanksi kepada
hakim yang dianggap ‘nakal’, dan disisi lain hakim-hakim
termasuk hakim agung merasa fungsi dan perannya terganggu
dengan pengawasan yang dilakukan KY, karena dianggap
menjadi semacam intervensi terhadap putusan.
Sehingga dari kondisi kekuasaan kehakiman tersebut dapat
dimasukkan ke dalam kondisi chaos (ketidakteraturan), maka
membutuhkan pengaturan guna menjawab kebutuhan yang ada untuk
melahirkan keteraturan. Yaitu adanya pengaturan dalam pengawasan
hakim dan hakim konstitusi, dan pengaturan hal lain yang
menunjang pelaksanaan kekuasaan kehakiman, seperti pengaturan
hakim ad hoc, dan pengadilan khusus, pengaturan pos bantuan
hukum, dll, dimana hal tersebut terjawab dalam UU No 48 tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 Terlebih lagi adanya UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman yang merombak sistematika dan menambah pengaturan
struktur kerangka kekuasaan kehakiman, menjadikan berlakunya
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maka  lahir sebuah keteraturan. Keteraturan yang dimaksud adalah
UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman melalui
konsep integrated justice system, sehingga apabila diurutkan, maka
adanya chaos (ketidakaturan) dalam bidang kekuasaan kehakiman
menjadikan adanya keteraturan dalam kekuasaan kehakiman itu
sendiri.
Gambar 2. Teori Chaos menurut Charles Sampford
 Grand Design tersebut dalam konteks reformasi sesuai dengan
pendapat Malcom M.Feeley, yang mensyaratkan reformasi
pengadilan dengan indikasi reformasi peradilan, bila dihadapkan
dengan adanya UU NO 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,
maka dapat diuraikan sebagai berikut, Pertama, adanya konflik dari
KY dan MA melalui gugatan Judicial review, yang menandakan
masih carut marut nya pengaturan kekuasaan kehakiman di
Indonesia. Dari segi sosiologis adanya mafia peradilan yang
mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak, menjadikan aspek
kekuasaan kehakiman perlu mendapat pengawasan (internal maupun
eksternal) sebagai konsekuensi dari akuntabilitas, dan transparansi
peradilan.
Kedua, solusi dari adanya krisis pengadilan salah satunya
dengan adanya model pengawasan yang terpadu, sehingga prinsip
akuntabilitas dan transparansi pengadilan dapat terwujud, tanpa
mengesampingkan independensi dan imparsialitas peradilan. Upaya
ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan krisis peradilan
yang sudah mempunyai predikat ‘buruk’ di mata masyarakat, yaitu
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akuntabilitas peradilan dapat tercapai, guna memulihkan predikat
‘buruk’ tersebut. Ketiga, UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman menjadi “Cetak Biru” dalam menata kembali bahkan
menyempurnakan struktur kekuasaan kehakiman, dengan tindak
lanjut yang jelas yaitu adanya kode etik yang disepakati bersama
untuk acuan dalam model pengawasan. Berdasar penjelasan indikasi
dan kondisi kekinian kekuasaan kehakiman, maka kesesuaian antara
indikasi dan kondisi yang diapaparkan diatas, adanya UU No 48
Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman merupakan reformasi
kekuasaan kehakiman Indonesia, guna menjawab perkembangan
zaman.
Mengingat Reformasi yang dituntut bukan sekedar suatu proses
dinamik, tetapi sebuah bentuk koreksi untuk mengembalikan
perjalanan berbangsa dan bernegara pada “The right track” maka
konstitusi sebagai landasan reformasi menjadi ciri reformasi hukum
(Bagir Manan,2000:80). dengan reformasi hukum yang dimaksud,
maka perubahan dapat terlaksana dengan tertib dan damai
3. Reformasi Kekuasaan Kehakiman dalam Konteks Evolusi
Hukum Tata Negara
Mengingat bahwa Reformasi dan demokrasi kadang juga
diletakan sebagai sebagai nonstrum (obat bagi segala masalah
kebangsaan), hal tersebut belum tentu benar dan belum juga salah.
Mencermati rentetan perubahan ini, tentu saja muaranya adalah
penghormatan nilai-nilai keadilan, memburu kepercayaan publik,
penciptaan pertanggungjawaban publik yang akuntabel, dan
transparan serta menghapus segala keserakahan dalam
penyelenggaraan tata negara bangsa. Sehingga ketika pemaknaan
reformasi kekuasaan kehakiman dalam lingkup yang sempit, maka
reformasi seolah hanya suara-suara perubahan tanpa bukti sebuah
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disalahkan, akan tetapi lebih bijak apabila pemaknaan reformasi
kekuasaan kehakiman ini sebagai sebuah proses pendewasaan
bangsa, yang lebih tepatnya disebut evolusi.
Perbedaan antara revolusi dan evolusi adalah dalam hal
lamanya sebuah proses, revolusi berlangsung secara spontan dan
bersifat keras karena merupakan luapan dari sebuah keadaan yang
tidak semestinya. Akan tetapi dalam evolusi, proses berlangsung
secara bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan
berkelanjutan, sehingga dalam konteks berbangsa dan bernegara  hal
tersebut dapat disebut pendewasaan, karena dalam proses tersebut
hukum atau masyarakat belajar akan proses tersebut. Negara hukum
juga mengambil peran dalam hal ini,  sebagai sebuah konsep, negara
hukum menopang adanya sebuah pilar-pilar demokrasi yang menjadi
dasar berjalan dan berdirinya sebuah negara.
Sehingga ketika pilar-pilar tersebut mulai rapuh ataukah dirasa
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat itu, maka diperlukan
perubahan untuk mengakomodasi kebutuhan bernegara. Dalam
konteks kekuasaan kehakiman yang sedang dibahas ini, perubahan
sistematika dan penambahan struktur kerangka kekuasaan kehakiman
adalah jawaban dalam permasalahan seputar kekuasaan kehakiman.
Menurut Gerald Caiden, pengadilan pada dasarnya akan
bersangkut-paut dengan responsibilitas, liabilitas dan akuntabilitas.
(Anthon F Susanto,2009). Responsibilitas biasanya menunjuk pada
otoritas bertindak, kebebasan untuk mengambil keputusan,
kekuasaan untuk mengawasi dan sebagainya. Liabilitas sering
diasumsikan sebagai tugas untuk memperbaiki, mengganti kerugian,
membalas jasa, dan sebagainya. Adapun akuntabilitas adalah
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan,
menjelaskan, memberi alasan, menjawab, memikul tanggungjawab
dan kewajiban memberikan perhitungan, serta tunduk kepada
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menjelaskan kekuasaan kehakiman membutuhkan konsep tersebut,
sehingga dalam reformasi kekuasaan kehakiman melalui UU NO 48
tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berusaha mengakomodir
hal tersebut. Selain itu, adanya UU kekuasaan kehakiman yang
dimaksud menegaskan konsep pemisahan kekuasaan dengan adanya
check and balances kepada lembaga negara lainnya.
Hal tersebut menjadi sebuah keniscayaan, karena akibat
gelombang baru demokrasi ini, di sejumlah negara, khususnya yang
mengalami proses transisi demokrasi dari otoritarian ke demokratis,
muncul organ-organ kekuasaan baru, baik yang sifatnya independen
(independent regulatory agencies), maupun yang sebatas lembaga
negara sampiran (state auxiliary agencies).  Adanya fenomena
tersebut dapat dibaca sebagai sebuah bentuk penyesuaian diri negara,
untuk mempertahankan stabilitas sistem dalam kerangka pengaturan
trias politica.(Samuel Huntington,1968)
  Kekuasaan kehakiman yang termasuk dalam lingkup trias
politica, pada akhirnya menunjukan penguatan untuk menjalankan
konsep pemisahan kekuasaan tersebut, dimulai dari adanya
Mahkamah Konstitusi dengan judicial review, dan koordinasi erat
antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam memperoleh
kepercayaan publik. Berbeda dengan kekuasaan kehakiman yang
masih diintervensi oleh pemerintah. Sebagaimana G. Marshall, yang
memberikan ciri-ciri pemisahan kekuasan, kedalam 5 aspek.
Berdasar aspek-aspek tersebut, reformasi kekuasaan kehakiman
menunjukan adanya check and balance, dan jaminan independensi
sehingga tidak ada intervensi antar kekuasaan, dalam arti lain bisa
juga menunjukan hubungan koordinasi antar organ kekuasaan dalam
berjalannya negara. Sehingga berdasar ciri tersebut, kekuasaan
kehakiman telah mengarah kepada pemisahan kekuasaan, hal ini
beralasan karena pada awal kemerdekaan hingga orde baru era
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intervensi dari eksekutif (pemerintah), maka lebih condong kepada
pembagian kekuasaan.  Reformasi kekuasaan kehakiman dari masa
ke masa, menjadikan evolusi kekuasaan kehakiman dilihat dari
perjalanan dan perkembangannya digambarkan dalam bagan berikut.
Gambar 3,
Alur Perkembangan Kekuasaan Kehakiman
Berdasar alur diatas, perkembangan kekuasaan kehakiman terlihat
jelas dengan perubahan-perubahan yang mengiringi perkembangan
Negara Indonesia, dimana perubahan tersebut dapat dimaknai
sebagai evolusi kekuasaan kehakiman.
Selanjutnya untuk mempersiapkan kekuasaan kehakiman
mengikuti evolusi menuju pemisahan kekuasaan melalui check n
balance maka, kekuasaan kehakiman harus terjaga independensi nya,
agar tidak terlibat dalam  atau terpengaruh tekanan politik. Menurut
Akhsin Thohari, jaminan perwujudan independensi kekusaan
kehakiman dapat dilihat dari aspek yuridis-konstitusional. Dari aspek
tersebut konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah
- Peradilan satu atap (one roof system )
- Sistem bifurkasi (asas ultra vires)
sekaligus sebagai Check and balance
terhadap lembaga negara lainnya.
- Pengawasan eksternal kekuasaan
kehakiman (adanya Komisi Yudisial)
Pembagian
Kekuasaan
- Intervensi dari Eksekutif (pemerintah)






- Integrated Justice System Kekuasaan
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mengatur secara tegas, memadai dan menjamin kepastian hukum
tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim yang tidak bersifat
politis, masa jabatan dan gaji yang terjamin, tidak ada intervensi dari
kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap proses peradilan dan
pengadilan, dan adanya otonomi secara administratif, dan anggaran
belanja. Kelima hal tersebut sekaligus menjadi parameter bagi
independensi kekusaan kehakiman di suatu negara.
Jaminan independesi bukan berarti tidak boleh ada pihak lain
selain lembaga peradilan yang berwenang untuk mengurusi sesuatu
yang berhubungan dengan hakim dan pengadilan. Bukan berarti yang
boleh merekrut hakim hanya kalangan hakim saja atau yang boleh
mengawasi hakim hanya hakim saja, demi terlaksananya cheks and
balance serta akuntabilitas, keterlibatan pihak/lembaga lain untuk
mengurus hal-hal tertentu yang berhubungan dengan pengadilan jelas
diperlukan, namun harus tetap dalam koridor independensi
kekuasaan kehakiman. Berdasar uraian
 Aspek lain dari jaminan independesi kekuasaan kehakiman
adalah akuntabilitas atau pertanggung jawaban. Keberadaan
akuntabilitas penting artinya untuk memastikan bahwa Independesi
kekuasaan kehakiman tidak digunakan untuk hal-hal lain diluar
kepentingan menegakkan hukum dan keadilan, hal ini menjadi salah
satu parameter penting tentang terwujud atau tidaknya Independesi
kekuasaan kehakiman dalam praktek penegakan hukum. Bila tidak
ada mekanisme ini, maka lembaga peradilan akan menjadi lembaga
yang tak tersentuh atau bahkan menjadi tirani yudisial, yang pada
akhirnya justru akan merobohkan prinsip Independesi kekuasaan
kehakiman itu sendiri. Akuntabilitas sesungguhnya untuk menjaga
hakim dan pengadilan dari praktek-praktek penyalahgunaan
kekuasaan kehakiman untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok
sehingga dengan demikian akan menegakkan prinsip Independensi
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Dengan reformasi kekuasaan kehakiman dalam UU No 48
Tahun 2009 yang mencakup perkembangan ketatanegaraan dengan
pola check and balance melalui judicial review yang bersumber dari
asas ultra vires, yang terwadahi dalam konsep integrated justice
system. Menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai jawaban
kebutuhan masyarakat dalam lingkup negara hukum, yakni  :
a. Menjadikan kekuasan kehakiman sebagai sebuah institusi
yang independen;
b. Mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan
kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian
hukum;
c. Menjalankan fungsi check and balances bagi institusi
kenegaraan lainnya;
d. Mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-
prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan
kedaulatan rakyat dan
e. Melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang
paling kongkrit.
Berdasar perkembangan kekuasaan kehakiman tersebut, dan di
tandai dengan lahirnya UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, maka evolusi tata negara digambarkan dengan bagan
berikut.
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Negara hukum yang menjamin adanya hukum sebagai puncak
keberadaan negara, sehingga negara dalam bertindak harus tunduk
pada hukum yang dalam hal ini adalah kesadaran hukum rakyat.
Pengadilan sebagai penegak Konstitusi sebagai hukum dasar
diharapkan mampu mengakomodir ketentuan-ketentuan tersebut,
perkembangan kekinian yang menguatkan dan juga berusaha
mengembalikan kepercayaan terhadap bidang kekuasaan kehakiman
menunjukan reformasi kekuasaan kehakiman bergerak menuju arah
penguatan pemisahan kekuasaan. Reformasi kekuasaan kehakiman
yang lahir dalam semangat UU No 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, menjadikan perubahan-perubahan dan
fenomena hukum yang ada menjadikan awal baru bagi jalan

















































1. Latar belakang reformasi kekuasaan kehakiman melalui Integrated
Justice System  dapat dilihat dari perkembangan kekuasaan kehakiman
dalam sejarah perjalanannya. Dimulai dari sebelum adanya
amandemen UUD 1945, yang mengatur peran kekuasaan kehakiman
adalah untuk menunjang pemerintahan yang masih muda (pasca
kemerdekaan), sehingga intervensi secara langsung dimungkinkan
untuk mencegah adanya hal-hal yang bertujuan merongrong eksistensi
NKRI. Dengan pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke
Presiden Suharto, berbeda pula pengaturan kekuasaan kehakiman,
walaupun tanpa mengalami amandemen UUD 1945, tetapi kekuasaan
kehakiman mengalami beberapa perubahan seperti adanya UU organik
untuk menderivasikan UU Kekuasaan kehakiman sebagai umbrella
act. Selanjutnya dengan adanya amandemen UUD 1945 yang
menambahkan organ Mahkamah Konstitusi dan  Komisi Yudisial,
dengan semangat check and balance. Fenomena hukum yang ada
dalam praktek kekuasaan kehakiman dan Putusan Mahkamah
Kontitusi 005/PUU-IV/2006 yang dimaknai sebagai kondisi “chaos”,
dan memerlukan pengaturan kekuasaan kehakiman yang akomodatif,
sehingga dapat mencakup berbagai kebutuhan dalam kekuasaan
kehakiman.
 Hal tersebut terjawab dengan lahirnya UU No 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dengan cita hukum konsep integrated
justice system. Hal essensial dari adanya UU NO 48 tahun 2009
tersebut adalah adanya pengaturan pola pengawasan hakim, dimana hal
tersebut menjawab kebutuhan dalam praktek kekuasaan kehakiman
yang sesuai dengan konsep integrated justice system. Selain hal
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tentang struktur kerangka kekuasaan kehakiman, menjadi titik tekan
dalam UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang
berusaha untuk mengatur kembali aspek-aspek dalam kekuasaan
kehakiman.
2. Reformasi kekuasaan kehakiman melalui hubungan antara reformasi
kekuasan kehakiman dan konsep integrated justice system, dapat
terlihat dari latar belakang adanya konflik antara Mahkamah Agung
dan Komisi Yudisial, dimana hal yang menjadi masalah adalah model
pengawasan dan tolok ukur yang digunakan dalam hal pengawasan
tersebut. Dalam pemaknaan yang lebih luas, reformasi kekuasaan
kehakiman dalam perspektif UU No 48 Tahun 2009, mengakomodir
hal-hal yang mendasar dalam praktek kekuasaan kehakiman. Termasuk
juga dalam upaya pengembalian citra lembaga kekuasaan kehakiman
di mata masyarakat, nilai luhur independensi diimbangi dengan
akuntabilitas, responsibilitas, dan liabilitas lembaga. Sehingga berdasar
aspek-aspek tersebut, reformasi kekuasaan kehakiman semakin
mematangkan pemisahan kekuasaan dengan check and balance.
Berdasar adanya fenomena tersebut, dengan implikasi adanya
pengaturan kembali sesuai dengan teori chaos dimana keteraturan bisa
lahir dari sebuah ketidakaturan. Kemudian indikasi dari reformasi
kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan alur dari berjalannya teori
chaos, hal tersebut nampak dari  adanya konflik dengan kondisi krisis
yang menjadi indikasi reformasi. Dengan adanya beberapa perubahan
yang membentuk sebuah sistem, reformasi kekuasaan kehakiman
merupakan sebuah bentuk reformasi hukum.
B. Saran
a. Reformasi kekuasaan kehakiman dapat mempunyai hasil apabila
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b. Reformasi kekuasaan kehakiman sebagai evolusi, tidak hanya akan
berhenti dengan adanya UU No 48 Tahun 2009, akan tetapi dapat
terus berkembang menyesuaikan perkembangan hukum dan
masyarakat.
c. Dalam prakteknya tarik menarik kepentingan politis dalam
pelaksanaan negara pasti tetap ada, sehingga benturan-benturan
kepentingan tidak bisa dihindari. Maka dari itu diperlukan
keterpaduan lembaga negara untuk berperan sesuai dengan fungsi
dan wewenangnya. Disini aspek kekuasaan kehakiman mengambil
peran untuk dapat menjaga sinergisitas dan menyeleaikan konflik.
